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AHMAD ROSANDI SAKIR. E121 13 506. Analisis Implementasi 
Kebijakan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural 
Dalam Pemerintahan Kabupaten Bone . Dibawah Bimbingan Hj. Nurlinah 
Sebagai Pembimbing I Dan Andi Lukman Irwan Sebagai Pembimbing II. 
Aparatur Sipil Negara Merupakan Elemen Terpenting Dalam Birokrasi 
Pemerintahan , Dalam Proses Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Di 
Butuhkan Seseorang Yang Dianggap Kompeten Untuk Mengisi Jabatan 
Struktural Dalam Pemerintahan . Pengangkatan Dilakukan Atas Dasar 
Keb 
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menggambarkan Bagaimana 
Implementasi Kebijakan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam 
Jabatan Struktural Dan Menggambarkan Faktor Faktor Penyebab 
Pelaksanaan Implementasi Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam 
Jabatan Struktural . 
Untuk Mengetahui Tujuan Tersebut di gunakan Metode penelitian 
Kuantitatif Dengan Tipe Penelitian Deskriptif Untuk Penganalisaaan Yang 
Lebih Mendalam Terhadap Gejala Yang Terjadi. Penelitian Dilakukan Di 
Kabupaten Bone Dengan Jenis Data Berupa Data Primer Dan Data 
Sekunder. Instrumen Penelitian Yang Digunakan Ialah Penelitian 
Lapangan Dengan Teknik Pengumpulan Data Melalui Wawancara Serta 
Telaah Dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan 
pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural dilakukan 
untuk penyegaran di kalangan Aparatur Sipil Negara dan kebutuhan 
organisasi akan tetapi dalam proses nya juga tidak lepas dari kepentingan 
politik . 











 AHMAD ROSANDI SAKIR. E121 13 506. Implementation 
Analysis of Appointment Policy of Civil State Apparatus in Structural 
Position in Bone Regency Government.  Under Hj Nurlinah As Advisor 
And Andi Lukman Irwan As Advisor II . State Civil Apparatus Is The Most 
Important Element In Government Bureaucracy , In The Appointment Of 
State Civil Apparatus In Need Someone Considered Competent To Fill 
Structural Positions In Government. Appointment Performed On the basis 
of Organizational Needs And Refresher In Civil State Apparatus 
  
 This Research Aims To Describe How Implementation Of 
Appointment Of State Civil State Apparatus In Structural Position And To 
Describe Factor Factor Cause Implementation Implementation 
Appointment Of State Civil Apparatus In Structural Position. 
  
 This Research Using Quantitative Methods With Descriptive 
Research Type For More In-depth Analyzes Of The Symptoms That 
Happen. Research Conducted In Bone District With Types Of Data In The 
Form Of Primary Data And Secondary Data. Research Instrument Used Is 
Field Research With Data Collection Technique Through Interview And 
Document Review.  
  
 The Result of This Research Shows That The Implementation Of 
Appointment Of State Civil Apparatus In Structural Position Is Performed 
For Refresher In The State Of Civil State Apparatus And Organizational 
Needs But In Its Process Is Also Not Out Of Political Interest. 
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1.1 Latar Belakang 
Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan 
merupakan fungsi dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan 
tersebut antara lain adalah kelembagaan, proses pengawasan, dan 
akuntabilitas. Faktor penting yang dapat menjadi pengungkit 
(leverage) dalam perbaikan pelayanan publik adalah persoalan 
kepegawaian negara.  
Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan 
peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penting dan menentukan 
karena ASN merupakan unsur aparatur negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka 
usaha mencapai tujuan nasional. Sehingga, untuk mendapatkan 
aparat yang memiliki dedikasi dan hasil kerja yang optimal, maka 
harus dilakukan pertimbangan dan seleksi yang ketat bagi para calon 
aparatur sipil Negara , apalagi yang ingin menduduki suatu jabatan 
strategis.  
Namun, dalam penempatan pegawai, promosi, mutasi, 
pengembangan dan evaluasi, juga tidak luput dengan tekanan konflik 
kepentingan. Untuk mendapatkan jabatan dan peluang berkembang 
seorang pegawai dihadapkan pada peluang yang diperebutkan secara 





seseorang dapat memperoleh kesempatan terdepan kini menjadi hal 
yang lazim dalam birokrasi. 
Sejak kepala daerah dipilih secara langsung muncul persoalan-
persoalan dalam hubungan antara kepala daerah sebagai pejabat 
politik dan pejabat administrasi (birokrasi), kepala daerah yang 
memperoleh mandat dan legitimasi demokratis karena dipilih 
langsung, memerlukan dukungan staf administrasi yang professional 
dan loyal, demi mewujudkan program-program yang dijanjikan kepada 
rakyat. Bupati mempunyai kewenangan untuk dapat mengintervensi 
birokrasi supaya birokrasi dapat menjadi instrument politiknya. Namun 
disisi lain, staf administrasi memerlukan jaminan atas status dan 
kariernya yang tidak ingin diintervensi, administrasi selalu ingin 
otonom dari politik, sedangkan pejabat politik selalu ingin mengontrol. 
Namun, keputusan pejabat politik untuk melakukan sirkulasi 
pada struktur pemerintahan, dengan alasan untuk mempermudah 
mewujudkan janji-janjinya kepada para pemilihnya. Pengangkatan 
jabatan sendiri telah di atur dalam PP Nomor 100 tahun 2000 dan PP 
nomor 23 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil 
dalam jabatan struktural sebagai landasan pelaksanaan dalam hal 
pengangkatan aparatur sipil negara yang nantinya mampu membawa 
perubahan ditubuh birokrasi pemerintahan 
Bupati Bone telah melaksanakan beberapa kali Pengangkatan 





Bone yang dinilai mementingkan urusan politik dimana di beritakan di 
media baik di media cetak maupun media sosial dan juga persepsi 
masyarakat bahwa pejabat yang di angkat untuk menduduki jabatan 
strategis di pemerintahan adalah merupakan kerabat dan juga tim 
sukses pada saat kampanye sebelum pemilu begitupun pejabat yang 
di turunkan dari jabatan nya adalah pejabat yang tidak mendukung 
untuk kemenangan nya pada saat kampanye sebelum pilkada. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis perlu melakukan 
penelitian sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dengan 
judul “analisis implementasi kebijakan pengangkatan aparatur 
sipil negara dalam jabatan struktural di Pemerintahan kabupaten 
bone ”. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengangkatan Aparatur 
Sipil Negara dalam Jabatan Struktural di Pemerintahan 
Kabupaten Bone ? 
2. Faktor Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 
Kebijakan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam  Jabatan 
Struktural Di Pemerintahan Kabupaten Bone ? 
1.3 Tujuan Penelitian 





1. Untuk Menggambarkan Implementasi Kebijakan Pengangkatan 
Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural di Pemerintahan 
Kabupaten Bone. 
2. Untuk Menggambarkan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi 
Pelaksanaan Kebijakan pengangkatan Aparatur Sipil Negara 
dalam Jabatan Struktural Di Pemerintahan Kabupaten Bone. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dan 
mampu memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada 
semua pihak yakni: 
1. Dari segi akademik,  hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan 
terutama kajian tentang Pelaksanaan Mutasi Jabatan . Serta 
dapat juga dijadikan referensi bagi kalangan akademisi dalam 
melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan 
Pelaksanaan pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan 
struktural di Kabupaten Bone 
2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi 
nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan 
penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji 
masalah pengangkatan ASN . 
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi 





Daerah Kabupaten Bone dalam rangka membangun 





























Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membantu. Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang digunakan 
dalam penelitian. 
Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan mengemukakan 
teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan dijadikan titik tolak landasan 
berfikir dalam penelitian ini. 
2.1  Konsep Teori Analisis 
Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 
sistem informasi yang untuk kedalam bagian–bagian komponennya 
dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan- perbaikannya. 
Minto Rahayu Analisa adalah suatu cara membagi-bagi suatu 
subjek ke dalam komponen-komponen; berarti melepaskan, 
menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu. 
Menurut Yakub, konsep teori Analisa dapat diartikan sebagai 
suatu proses untuk memahami kondisi yang ada, dengan menganalisa 
jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business 





solusinya (business problem and business soulution), dan rencana-
rencana perusahaan (business plan). 
Menurut Mulyato, konsep Analisa sistem adalah teori sistem 
umum yang sebagai sebuah landasan konseptual yang mempunyai 
tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi didalam sistem yang sedang 
berjalan agar menjadi lebih efisien, mengubah sasaran sistem yang 
sedang berjalan, merancang/mennganti output yang sdang digunakan, 
untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain 
(biasa jadi lebih sederhana dan lebih interatif) atau melakukan 
beberapa perbaikan serupa. 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di 
atas dapat dikatakan bahwa analisis sistem adalah  suatu proses 
sistem yang secara umum digunakan sebagai landasan konseptual 
yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi didalam 
suatu sistem tertentu. 
Tahap-tahap Analisis Menurut Mulyanto yakni tahap analisis 
merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di 
dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap 
selanjutnya. Tahapan ini bisa merupakan tahap yang mudah jika klien 
sangat paham dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya 
dan tahu betul fungsionalitas dari sistem informasi yang akan dibuat. 





mengidentifikasi kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak luar yang 
ingin mengetahui detail-detail proses bisnisnya. 
Menurut Mulyanto, di dalam tahap analisis terdapat langkah-
langkah dasar yang harus dilakukan oleh seorang analis, diantaranya 
adalah : 
1. Identify, yaitu proses yang dilakukan untuk 
mengidentifikasi masalah. 
2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 
3. Analysis, yaitu melakukan analisa terhadap sistem. 
4. Report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang 
telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 
Adapun fungsi analisa sistem adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi masalah–masalah kebutuhan pemakai 
(user) 
2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai 
untuk memenuhi kebutuhan pemakai 
3. Memilih alternatif–alternatif metode pemecahan masalah 
yang paling tepat. 
4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya. 
Pada tugas atau fungsi terakhir dari analisa sistem 
menerapkan rencana rancangan sistemnya yang telah 






2.2 Tinjauan Kepala Daerah 
Keberadaan seorang kepala daerah yang diatur dalam Undang- 
undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan bahwa :  
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :  
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 
2. Mengajukan rencana Perda. 
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan 
bersama DPRD. 
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentenag 
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan 
bersama. 
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah 
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
Seorang bupati atau kepala daerah adalah seorang 
pemimpin dalam suatu daerah yang intinya adalah orang yang 
mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya yang 








2.3 Tinjauan Mutasi 
a) Pengertian Mutasi  
Mutasi atau perpindahan jabatan/pekerjaan merupakan 
fenomena yang biasa terjadi pada suatu perusahaan. Perubahan 
posisi jabatan/pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan 
juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang, tanggung jawab, 
status, kekuasaan dan pendapatannya, yang berubah dalam 
mutasi hanyalah bidang tugasnya.  
Menurut Sastrohadiwiryo (dalam Kadarisman, 2012: 68): 
Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan 
dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status 
ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan 
agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja 
yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang 
semaksimal mungkin kepada organisasi.  
Menurut Hanggraeni (2012: 80) “mutasi adalah pemindahan 
dari posisi yang baru tapi memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan 
jumlah remunerasi yang sama”. Dan menurut Daryanto (2013: 41) 
“mutasi adalah suatu kegiatan rutin dari suatu perusahaan untuk 
dapat melaksanakan prinsip „the right men on the right place‟”.  
Sedangkan menurut Moekijat (2010: 112) mutasi adalah 





jabatan dalam kelas yang lain yang tingkatnya tidak lebih tinggi 
atau tidak lebih rendah (yang tingkatnya sama) dalam rencana gaji. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa mutasi adalah suatu proses pemindahan 
posisi/jabatan/pekerjaan seorang karyawan ke 
posisi/jabatan/pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau 
sederajat. Mutasi merupakan kegiatan rutin dari perusahaan untuk 
melaksanakan prinsip the right men on the right place.  
b) Jenis-Jenis Mutasi  
Mutasi seringkali dilakukan atas keinginan/kebutuhan 
perusahaan atau atas keinginan karyawan sendiri.  
Jenis mutasi menurut Endang (2010: 87) adalah:  
1. Dintinjau dari tempat kerja karyawan  
a. Mutasi antarurusan  
b. Mutasi antarseksi  
c. Mutasi antarbagian  
d. Mutasi antarbiro  
e. Mutasi antarinstansi  
2. ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi  
a. Production transfer, mutasi pada jabatan yang 






b. Replacement transfer, mutasi dari jabatan yang 
sudah lama dipegang ke jabatan yang sama di 
bagian lain, untuk menggantikan karyawan yang 
belum lama bekerja atau karyawan yang 
diberhentikan.  
c. Versatility transfer, mutasi dari jabatan yang satu ke 
jabatan lain untuk menambah pengetahuan 
karyawan yang bersangkutan.  
d. Shift transfer, mutasi dalam jabatan yang sama. 
Misalnya, shift A (malam) pindah ke shift B (pagi).  
e. Remedial transfer, mutasi karyawan ke bagian 
mana saja untuk memupuk dan memperbaiki kerja 
sama antarkaryawan. 
3. Ditinjau dari masa kerja karyawan  
a. Temporary transfer, mutasi yang bersifat sementara 
untuk mengganti karyawan yang cuti atau 
berhalangan. 
b. Permanent transfer, mutasi yang bersifat tetap.  
Menurut Hasibuan (2011: 105) ada beberapa sebab 
dan alasan dilakukannya mutasi adalah sebagai berikut:  
1. Permintaan sendiri Alasan-alasannya adalah:  
a. Kesehatan; misalnya fisik karyawan kurang 





Misalnya dinas luar, mohon dimutasi menjadi dinas 
malam.  
b. Keluarga; misalnya untuk merawat orang tua yang 
sudah lanjut usianya.  
c. Kerja sama; misalnya tidak dapat bekerja sama 
dengan karyawan lainnya karena terjadi 
pertengkaran atau perselisihan. 
2. Alih Tugas Produktif (ATP) Alasannya didasarkan 
pada kecakapan, kemampuan, sikap, dan disiplin 
karyawan. Jadi ATP ini biasanya bersifat mutasi 
vertikal (promosi atau demosi).  
Menurut Paul Pigors dan Charles Mayers 
(dalam Hasibuan, 2011) mengemukakan 5 macam 
transfer, yaitu: 
a. Production transfer, mengalihtugaskan karyawan 
dari satu bagian ke bagian lain secara horizontal, 
karena pada bagian lain kekurangan tenaga kerja 
padahal produksi akan ditingkatkan. 
b.  Replacement transfer, mengalihtugaskan 
karyawan yang sudah lama dinasnya ke jabatan 
lain secara horizontal untuk menggantikan 






c. Versality transfer, mengalih tugaskan karyawan ke 
jabatan/pekerjaan lainnya secara horizontal agar 
karyawan yang bersangkutan dapat melakukan 
pekerjan atau ahli dalam berbagai lapangan pekerjaan.  
d. Shift transfer, mengalihtugaskan seorang karyawan 
yang sifatnya horizontal dari satu regu ke regu lain 
sedang pekerjannya tetap sama.  
e. Remedial transfer, mengalihtugaskan seorang 
karyawan ke jabatan/pekerjaan lain, baik pekerjaannya 
sama atau tidak atas permintaan karyawan 
bersangkutan karena tidak dapat bekerja sama dengan 
rekanrekannya. 
3. Pendekatan mutasi dari segi waktu  
a. emporary transfer, mengalihtugaskan karyawan ke 
jabatan/pekerjaan lainnya baik horizontal maupun 
vertikal yang sifatnya sementara.  
b. Permanent transfer, mengalihtugaskan karyawan ke 
jabatan/pekerjaan baru dalam waktu lama sampai dia 
dipindahkan/pensiun.  
4. Masalah merit rating dan mutasi Merit rating artinya penilaian 
prestasi kerja yang telah dilaksanakan apakah dengan 
rencana semula. Dalam hal ini penilaian dilakukan apabila 





dikerjakan. Merit rating terdiri atas initial appraisal (penilaian 
awal) dan periodical appraisal (penilaian akhir).  
5. Kendala-kendala pelaksanaan mutasi 
a. Formasi jabatan tidak (belum) memungkinkan.  
b. Pengaruh senioritas.  
c. Soal etis (etika).  
d. Kesulitan menetapkan standar-standar sebagai kriteria 
untuk pelaksanaan.  
c) Metode Mutasi  
Mutasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan 
dua cara menurut Hasibuan (2011: 103), yaitu: 
1. Cara tidak ilmiah Mutasi dengan cara tidak ilmiah dilakukan:  
a. Tidak didasarkan kepada norma/standar kriteria tertentu. 
b.  Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah, 
bukan atas prestasi atau faktor-faktor riil.  
c. Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, 
bukan atas kebutuhan riil karyawan.  
d. Berdasarkan spoil system.  
2. Cara ilmiah Mutasi dengan cara ilmiah dilakukan:  
a. berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti 
analisis pekerjaan.  
b. Berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata.  





d. Berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam. 
e.  Berdasarkan objektivitas yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Menurut Endang (2010: 84) mutasi dalam suatu organisasi 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:  
1. Horizontal (rotasi kerja/mutasi biasa), pemindahan 
karyawan dari satu posisi/ jabatan/tempat/pekerjaan yang 
lain yang setara tanpa diikuti dengan kenaikan atau 
penurunan jabatan.  
2. Vertikal (promosi dan demosi),  
a. Promosi adalah pemindahan karyawan dari satu 
jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi disertai 
dengan wewenang, dan tanggung jawab yang lebih 
besar.  
b. Demosi, pemindahan karyawan dari satu jabatan ke 
jabatan lain yang lebih rendah dalam suatu organisasi, 
sehingga wewenang, tanggung jawab, pendapatan, 
dan statusnya pun lebih rendah.  
d) Dasar Mutasi  
Ada tiga dasar/landasan pelaksanaan mutasi karyawan 






1. Merit system, adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas 
landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi 
kerjanya. Merit system atau carrer system ini merupakan 
dasar mutasi yang baik karena 
a. Output dan produktivitas kerja meningkat.  
b. Semangat kerja meningkat.  
c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.  
d. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik.  
e. Jumlah kecelakaan akan menurun.  
2. Seniority system, adalah mutasi yang didasarkan atas 
landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari 
karyawan bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak 
objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan 
berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku 
jabatan baru.  
3. Spoil system, adalah mutasi yang didasarkan atas landasan 
kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena 
didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka (like or 
dislike).  
Menurut Manullang (2008: 276) dalam penerapan mutasi, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:  
1. Jabatan karyawan yang dipindahkan harus bersamaan 





2. Metode melakukan pekerjaan harus sama antara yang satu 
dengan yang lain.  
3. Pejabat yang dimutasikan harus mempunyai pengalaman 
yang memungkinkan mengerti dasar-dasar pekerjaan baru.  
e) Tujuan dan Manfaat Mutasi  
Adapun tujuan dari mutasi menurut Hasibuan (2011: 102) adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  
2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja 
dengan komposisi pekerjaan atau jabatan.  
3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan.  
4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap 
pekerjaannya. 
5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau 
berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi.  
6. Untuk pelaksanaan hukuman/sanksi atas pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukannya.  
7. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap 
prestasinya.  
8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui 
persaingan terbuka.  





10. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik 
karyawan.  
11. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan.  
Menurut Moekijat (2010: 117) dalam program kepegawaian 
mutasi bertujuan untuk:  
1. Mempertahankan pegawai-pegawai yang telah lama masa 
kerjanya sebagai perubahan atau pengurangan keperluan 
produksi. 
2.  Mengembangkan kecakapan pegawai dalam berbagi 
bidang.  
3. Megadakan penggantian antar regu.  
4. Memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan.  
Sedangkan menurut Kasmir (2008: 157): Tujuan mutasi 
adalah agar karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya. 
Kita tahu bahwa karyawan akan jenuh terhadap pekerjaan yang 
digelutinya selama bertahun-tahun. Akibatnya akan mengurangi 
motivasi karyawan sehingga berimbas kepada produktivitas yang 
dilakukannya. Mutasi juga dapat dilakukan kepada karyawan yang 
telah lalai melaksanakan tugasnya atau tidak mampu melakukan 
tugasnya secara sempurna.  
Selain tujuan, mutasi juga memiliki manfaat bagi karyawan. 





1. Pengalaman baru.  
2. Cakrawala pandangan yang lebih luas.  
3. Tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan.  
4. Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru.  
5. Perolehan perspektif baru mengenai kehidupan 
organisasional.  
6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena 
promosi.  
7. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat 
tantangan dan situasi baru yang dihadapi.  
Sedangkan menurut Endang (2011: 84) manfaat mutasi 
adalah:  
1. Untuk memenuhi kekurangan karyawan di bagian lain, 
sehingga tidak perlu mengambil tenaga kerja dari luar.  
2. Untuk memenuhi keinginan karyawan, disesuaikan dengan 
minat, keahlian, dan bidang tugas dan kemampuannya.  
3. Untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan karyawan terhadap 
pekerjaan, jabatan, dan suasana tempat kerja.  
4. Untuk memberikan motivasi kepada karyawan dalam 
mengembangkan kemampuannya.  
Menurut Felix A. Nigro (dalam Moekijat, 2010: 117) 





1. Mutasi merupakan alat/cara yang berguna dalam program 
pelatihan jabatan, seperti misalnya dalam pengembangan 
administrator.  
2. Mutasi merupakan alat/cara mengembangkan pegawai-
pegawai lama untuk mencapai harapan-harapan puncak. Hal 
ini mencegah adanya penyewaan pegawai-pegawai baru 
dari luar yang mahal untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
manusia yang mendadak.  
3. Untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan 
perseorangan. Kadangkadang baik pemimpin maupun 
bawahan adalah cakap, tetapi apabila terjadi pertentangan 
antara mereka, maka satu-satunya cara penyelesaian 
adalah mungkin memindahkan pegawai.  
4. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai perseorangan. 
Pemindahan dapat diminta oleh pegawai untuk memnuhi 
kebutuhan atau preferensi perseorangan pada tempat 
pekerjaan.  
5. Mutasi sebagai suatu tindakan disipliner. 
2.4 Tinjaun Menejemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 
cabang manajemen yang menitik beratkan pada permasalahan 
manusia yang mempunyai kedudukan yang utama dalam setiap 





Sumber Daya Manusia merupakan asset yang sangat penting 
bagi suatu perusahaan, walaupun perusahaan mempunyai modal yang 
besar, modern, namun itu tidak berarti tanpa manusia. Oleh karena itu 
perusahaan mengkoordinir memberi bimbingan, memotivasi, 
mengevaluasi mereka sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 
bidang manajemen untuk membentuk tenaga kerja yang efektif dan 
efisien. 
Manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen 
sebagai ilmu artinya pengetahuan yang digunakan untuk mencari 
kebenaran. Oleh karena itu untuk menjadi manajer yang baik, 
disamping memerlukan bakat juga harus berilmu pengetahuan, 
sedangkan di dalam manajemen diperlukan oleh para manajer untuk 
memilih salah satu dari beberapa alternatif pemecahan berbagai 
masalah bisnis dan manajemen. 
Manajemen berkembang menjadi salah satu bidang ilmu yang 
disebut  Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian Manajemen 
Sumber Daya Manusia yaitu ilmu dan seni dari manajemen yang 
menitikberatkan pada masalah ketenagakerjaan yang berkembang. 
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 





dikemukakan beberapa definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 
(MSDM) menurut beberapa ahli,  antara lain : 
Menurut Veithzal Rivai (2009:1) menyatakan bahwa : 
”Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu 
bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian”.  
Menurut T. Hani Handoko (2004:4), menyatakan bahwa 
“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, 
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya 
manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi”.  
Sedangkan menurut  Garry Dessler (2004:4), mengatakan 
bahwa “Human Resource Management (HRM) is the policies and 
practices involved in carrying out the “people” or human resource 
aspects of amanagement position including recruiting, screening, 
training, rewarding and appraising”.Artinya “Manajemen Sumber Daya 
Manusia adalah suatu kebijakan dan praktik menentukan aspek 
“manusia” atau Sumber Daya Manusia dalam posisi manajemen 
termasuk merekrut, melatih, memberikan penghargaan dan penilaian”. 
Dari beberapa definisi  para ahli yang telah mengemukakan 
pendapatnya, menunjukkan bahwa manajemen personalia adalah 
suatu ilmu dan seni perencanaan, pengadaan, bagaimana memberi 
pengaruh dan mengarahkan tenaga kerja manusia agar dapat bekerja 





sendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta tidak 
merugikan masyarakat sekitar, baik yang berhubungan langsung 
maupun tidak langsung dengan perusahaan itu sendiri. Sedangkan 
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang 
mengatur proses pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan sumber 
daya lainnya, secara efisien, efektif dan produktif, dengan kata lain 
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perluasan gambaran 
dari manajemen personalia yang mempunyai arti sebagai kumpulan 
pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola Sumber Daya 
Manusia. 
2.4.1 Fungsi Menejemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:21), menjelaskan 
secara singkat fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut : 
1. Perencanaan (Planning). 
Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 
agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 
mewujudkan tujuan. 
2. Pengorganisasian (Organizing). 
Menyusun suatu organisasi dengan mendesain 
struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus 







3. Pengarahan (Directing). 
Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau 
bekerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam 
membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 
masyarakat. 
4. Pengendalian (Controlling). 
Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 
mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 
sesuai dengan rencana. 
5. Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement). 
Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 
induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 
6. Pengembangan (Development). 
Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 
konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 
pelatihan. 
7. Kompensasi (Compensation). 
Pemberian balas jasa langsung (direct), dan tidak 
langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan 
sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 





Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 
perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta 
kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 
9. Pemeliharaan (Maintenance). 
Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 
kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka 
mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 
dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan 
sebagian besar kebutuhan karyawannya. 
10. Kedisiplinan (Discipline). 
Keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-
peraturan perusahaan dan norma – norma sosial. 
11. Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (Separation). 
Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 
perusahaan. Pemutusan hubungan kerja ini dapat 
disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan 
perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-
sebab lainnya. 
Fungsi-fungsi sumber daya manusia diatas saling 
mempengaruhi satu sama lain. Apabila terdapat ketimpangan 
dalam salah satu fungsi maka akan mempengaruhi fungsi yang 
lain. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut 





yang ada di dalam  perusahaan yang sepenuhnya dapat dilakukan 
untuk membantu pencapaian sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. 
2.5 Kerangka Konsep  
Analisis Pelaksanaan Mutasi jabatan struktural di kabupaten 

















1. Tahap Perencanaan 
2. Tahap Pengumuman 
3. Tahap Pendaftaran dan 
Penyaringan 
4. Tahap Pengangkatan 


















3.1  Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Bone  khususnya dalam 
lingkungan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan ( 
BAPERJAKAT ) dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah dengan 
berdasar pada asumsi bahwa tim ini merupakan pelaksana mutasi jabatan   
di Kabupaten Bone  dan juga tempat – tempat lain yang berhubungan 
sehingga sangat memungkinkan semua fenomena yang terjadi di tempat 
tersebut akan memberikan informasi yang cukup memungkinkan bagi 
peneliti. 
3.2  Jenis Penelitian 
Tipe Penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe 
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang 
bagaimana peran Bupati Bone dan Baperjakat Kabupaten Bone dalam 
pelaksanaan mutasi jabatan structural  di kabupaten Bone. 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian 
dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses 
tertentu dengan memilih data atau menemukan ruang lingkup tertentu 
sebagai sampel yang dianggap representatif. 
3.3 Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian yang 





a. Data Primer 
Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara 
langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi 
objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, 
peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face 
untuk mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan 
secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian 
lebih muda. 
Informan adalah orang-orang yang betul paham atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan 
penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan 
dalam memberikan informasi.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 
telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau 
literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang 
diteliti, internet, dokumen, dan arsip, serta laporan yang 
bersumber dari lembaga terkait, yang relevan dengan 
kebutuhan data dalam penelitian. 
3.4  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 





Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap 
informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. 
Wawancara antara peneliti  dan informan face to face 
kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti 
masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para 
informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-
masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara indeep 
interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. Adapun informan 
dalam penelitian ini yaitu : 
1. Bupati Bone 
2. Sekertaris Daerah 
3. Tim Baperjakat 
4. Aparatur Sipil Negara Di Demosi Dan di Promosi 
5. Tokoh Masyarakat yang meliputi tokoh pemuda 
6. LSM 
7. Pembina Kepergawaian 
8. Staf RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone 





Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 
instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
penelitian. 
c. Penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian ini dilakukan mengumpulkan data serta 
mempelajari litearatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, 
buku-buku, atau kepustakaan lain yang berhubungan erat 
dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
d. Dokumentasi. 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data 
tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan 
sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama 
lembaga.  
Sumber tidak resmi adalah dokumen yang 
dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 
Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat 
berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dll.  
3.5  Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik 
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data 





mudah dibaca dan diinterprestasikan. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 
pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan 
suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan 
observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan 
sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
3.6  Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan 
indikatorindikator yang sesuai dengan gejala sehingga 
memudahkan pengukuran.  
Dengan demikian definisi operasional merupakan suatu 
petunjuk bagi peneliti tentang bagaimana seharusnya suatu 
variable diukur sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 
penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 
maka untuk memudahkan peneliti dikemukakan garis besar definisi 
operasional dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah 
sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati 
sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah 
kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan 
wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati 





kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena 
diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. 
2. Baperjakat adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Jabatan 
Dan Kepangkatan yang bertugas memberikan pertimbangan 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam: 
a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam 
dan dari jabatan struktural eselon II kebawah 
b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki 
jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja yang luar 
biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang 
bermanfaat bagi Negara 
c. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang 
menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II 
d. pengangkatan Sekretaris Propinsi/ Kabupaten/ Kota 
3. Dasar dan Landasan Pengangkatan ASN 
a. Merit system, adalah mutasi karyawan yang didasarkan 
atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil 
prestasi kerjanya. Merit system atau carrer system ini 
merupakan dasar mutasi yang baik karena 
1) Output dan produktivitas kerja meningkat.  
2) Semangat kerja meningkat.  
3) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.  





5) Jumlah kecelakaan akan menurun.  
b. Seniority system, adalah mutasi yang didasarkan atas 
landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari 
karyawan bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak 
objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan 
berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku 
jabatan baru.  
c. Spoil system, adalah mutasi yang didasarkan atas 
landasan kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang 
baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data 
yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi 
yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam 
melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan 
pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Impementasi Kebijakan 
Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan structural di 
Kabupaten Bone. 
4.1 Profil Kabupaten Bone 
4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Bone 
Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu 
kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam 
catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu ManurungngE 
Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa 
pemerintahan Latenritatta Arung Palakka Matinroe ri Bontoala, 
pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat 
memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini 
dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-
perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam 





Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada 
masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk 
diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian 
dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke 
arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah :  
Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata 
pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan 
Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau 
dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini 
dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat 
melaluilembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut 
"Ade Pitue", yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai 
penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan 
dimusyawarahkan oleh Ade' Pitue dan hasil keputusan musyawarah 
disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan. Ade Pitu merupakan 
lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas 
mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari 
7 (tujuh) orang yaitu :  
1. Arung Ujung, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan 
Kerajaan Bone 
2. Arung Ponceng, bertugas Mengepalai Urusan 





3. Arung Ta, bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan 
dan Urusan Perkara Sipil  
4. Arung Tibojong, bertugas Mengepalai Urusan Perkara / 
Pengadilan Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan 
Perkara Pengadilan Distrik  
5. Arung Tanete Riattang, bertugas Mengepalai Memegang Kas 
Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan  
6. Arung Tanete Riawang, bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri 
(Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.  
7. Arung Macege, bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan 
Perekonomian. 
Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat 
mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini 
berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang 
hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 
Latenri Rawe Bongkangnge. Kajao lalliddong berpesan kepada Raja 
bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:  
1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai 
munrinna gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat 
segala perbuatan). 
2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus 





3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus 
pintar membuat kata-kata atau jawaban).  
4. Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta 
tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar). Pesan 
Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam 
pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa 
pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami 
dan disikapi. 
Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone 
terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah 
lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha 
membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap 
pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-
puncak kejayaan Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk monumental 
dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar 
bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan 
TELLUMPOCCOE atau dengan sebutan lain "LAMUMPATUE RI 
TIMURUNG" yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali 
persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam 
menghadapi tantangan dari luar.  
Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan 
yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak 





menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-
perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa 
semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan 
zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.  
Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang  
terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah 
yang luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, 
berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian 
integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten 
Bone memiliki potensi besar,yang dapat dimanfaatkan bagi 
pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam 
seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata dan 
potensi lainnya.  
Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang 
pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 
untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. 
Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup 
memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut 
digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone 
akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantan gan 
pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, 
gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan 





pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpegang 
motto Sumange' Tealara yakni Teguh dalam Keyakinan Kukuh dalam 
Kebersamaan, pemerintah dan masyarakat Bone akan mampu 
menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik. 
4.1.2 Arti Logo Pemerintahan Kabupaten Bone 
Lambang Daerah Kabupaten Bone berbentuk perisai bersudut 
lima dengan warna hijau kebiru-biruan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu 
: Sisir (Salaga). Jangkar, Timbangan, Keris Terhunus, Padi, dan Kapas. 
Di bawahnya bertuliskan Kabupaten Bone. Kesemuanya 
menggambarkan tata kehidupan yang khas serta mengandung unsur-
unsur historis, kultur, patriotik, sosiologi, ekonomis, dan agraris terutama 
yang melambangkan kepribadian.  
1. SISIR (SALAGA) melambangkan bahwa salah satu dasar 
penghidupan rakyat daerah Bone bersumber pada pertanian 
untuk mencapai kehidupan yang layak. Cara menggunakan 
alat pertanian tersebut dengan sistem gotong royong 
memberikan kesan bahwa sarana penghidupan dan 
kehidupan rakyat Bone berdasarkan atas sistem gotong 
royong.  
2. JANGKAR melambangkan sifat kebaharian yang perkasa 
dari rakyat Bone seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah 
Perahu Elung Mangenre milik kerajaan Bone dengan 





didalamnya terlukis gambar Jangkar, sehingga dapat ditarik 
kesan bahwa sifat pelaut ini merupakan khas dari pada 
penduduk Bone.  
3. TIMBANGAN pada tangkai lukisan jangkar sebelah 
menyebelah menandakan rakyat Bone dengan segala 
tindakan dan perbuatan serta pikiran dan pertimbangan yang 
waras. Timbangan inipun  melambangkan keadilan dan 
kejujuran yang selalu merupakan pegangan dalam bertindak.  
4. KERIS TERHUNUS melambangkan keberanian. Hal ini 
memberikan kesan bahwa rakyat Bone laksana prajurit yang 
gagah perkasa dalam membela kebenaran dan keadilan. 
Keris terhunus melambangkan kesiapsiagaan rakyat dalam 
segala hal.  
5. PADI melambangkan pangan dan makanan pokok dari 
rakyat Bone. Ini berarti bahwa daerah Bone adalah daerah 
agraris. 
6. KAPAS melambangkan sandang yang juga merupakan cita-
cita perjuangan rakyat dalam memenuhi kebutuhan 
primernya.  
7. TULISAN " KABUPATEN BONE " sebagai manifestasi 
perwujudan nama daerah Bone. Tulisan ini warna merah 





kebenaran serta dalam segala cita rasa dan karsanya tetap 
suci. 
4.1.3 Keadaan Geografis 
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat 
di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas 
wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara 
administrative terbagi kedalam 27 kecamatan, 328 desa dan 44 
kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu 
seluas 463,35 km2 sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil 
adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. Kabupaten 
Bone terletak pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT 
dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan 
ke utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan 
beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:  
1. Sebelah Utara berbatasan KabupatenWajo, Soppeng  
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai,Gowa  
3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone  
4. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Maros, Pangkep, 
Barru 
Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat 
diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 0 
hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu 





kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat 
(250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) 









































































4.1.4 Pemerintahan Kabupaten Bone 
Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan yang diperinci 
menjadi 328 desa dan 44 kelurahan dengan jumlah 
dusun/lingkungan sebanyak 1.299. Pada sisi legislatif, jumlah 
anggota DPRD Kabupaten Bone sebanyak 45 orang yang terdiri 
atas 39 laki-laki dan 6 perempuan. Secara keseluruhan, sebagian 
besar anggota DPRD berpendidikan S-1 (53,33 persen). Namun, 
masih cukup banyak yang berpendidikan SMA (31, 11 persen) dan 
hanya 13,33 persen yang berpendidikan S-2. Secara organisasi, 
lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari tujuh fraksi, yaitu fraksi 
Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, Persatuan Nurani 
Bintang Kebangsaan, dan Keadilan Persatuan. Fraksi Partai Golkar 
memiliki wakil terbanyak dalam keanggotaan DPRD Kabupaten 
Bone tahun ini yaitu 1/3 dari total anggota DPRD. 
Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bone menurut 
Partai Politik 
NO PARTAI POLITIK JENIS KELAMIN JUMLAH 
LAKI LAKI PEREMPUAN 
1 GOLKAR 12 3 15 
2 GERINDRA 4 1 5 
3 PAN 4 1 5 
4 DEMOKRAT 4 - 4 





 Sumber : Data Sekunder BPS Kabupaten Bone ( 2016 ) 
Berdasarkan data yang diperoleh data sekunder Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone, terdapat 11.093 Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut: 
a.  Keaadan pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis kelamin 
Tabel 2. Keaadan pegawai Negeri Sipil Berdasarkan 
Jenis kelamin 




6 HANURA 2 - 2 
7 PBB 2 - 2 
8 PDI-P 2 - 2 
9 PKS 3 - 3 
10 PPP 2 - 2 
11 PKB 1 - 1 
TOTAL 39 6 45 




1 LAKI LAKI 4632 42% 
2 PEREMPUAN 6461 58% 





b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan 







Sumber : Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016) 
b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil bedasarkan pendikan 
Tabel 4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil bedasarkan pendikan 
NO GOLONGAN JUMLAH 
PEGAWAI 
PERSENTASE 
1 SD 51 0.4 % 
2 SMP 105 0,9 % 
3 SMA 2.508 23 % 
4 DIPLOMA I 110 0,10 % 
5 DIPLOMA II 1.040 9 % 
6 DIPLOMA III 587 5 % 
7 DIPLOMA IV 96 0,8 % 
8 STRATA I 6.208 56 % 
NO GOLONGAN JUMLAH 
PEGAWAI 
PERSENTASE 
1 RUANG I 96 0,8 % 
2 RUANG II 2.234 21 % 
3 RUANG III 4.335 39 % 
4 RUANG IV 4.428 40 & 





9 STRATA II 388 4 % 
10 STRATA III 0 0 % 
JUMLAH 11.093 100 % 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016) 
c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon 
Tabel 5. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016) 
d. Perangkat Daerah Dan Lembaga teknis 
 
A. SEKRETARIAT DAERAH, terdiri dari : 
1. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT terdiri dari : 
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
c. Bagian Hukum 
NO ESELON JUMLAH PEGAWAI PERSENTASE 
(%) 
LAKI LAKI PEREMPUAN 
1 II A 1 0 0,1 % 
2 II B 36 3 3 % 
3 III A 68 15 6 % 
4 III B 121 42 12 % 
5 IV A 429 310 55 % 
6 IV B 161 160 24 % 





d. Bagian Kerja Sama 
2. ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBAGUNAN, terdiri dari: 
a. Bagian Ekonomi 
b. Bagian Pembangunan Infrastruktur 
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
d. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 
3. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM, terdiri dari : 
a. Bagian Organisasi 
b. Bagian Umum 
c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
d. Bagian humas dan protokol 
B. STAF AHLI 
1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; 
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan 
3. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat, dan 
Pemberdayaan  Masyarakat. 
C. SEKRETARIAT DAPRD 
D. INSPEKTORAT DAERAH 
E. DINAS DAERAH TERDIRI DARI: 
1. Dinas Pendidikan 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 





5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
6. Dinas Pemadam Kebakaran 
7. Satuan Polisi Pamong Praja 
8. Dinas Sosial 
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
10. Dinas Ketahanan Pangan 
11. Dinas Lingkungan Hidup 
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
15. Dinas Perhubungan 
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 
20. Dinas Kebudayaan 
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
22. Dinas Kelautan dan Perikanan 
23. Dinas Pariwisata 
24. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan 
25. Dinas Peternakan 





27. Dinas Perindustrian 
F. BADAN DAERAH TERDIRI DARI : 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
3. Badan Pendapatan Daerah 
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
G. KECAMATAN TERDIRI DARI : 
1. Kecamatan Ajangale 
2. Kecamatan Amali 
3. Kecamatan Awangpone 
4. Kecamatan Barebbo 
5. Kecamatan Bengo 
6. Kecamatan Bonto Cani 
7. Kecamatan Cenrana 
8. Kecamatan Cina 
9. Kecamatan Dua Boccoe 
10. Kecamatan Kahu 
11. Kecamatan Kajuara 
12. Kecamatan Lamuru 





14. Kecamatan Libureng 
15. Kecamatan Mare 
16. Kecamatan Palakka 
17. Kecamatan Ponre 
18. Kecamatan Patimpeng 
19. Kecamatan Salomekko 
20. Kecamatan Sibulue 
21. Kecamatan Tanete Riattang 
22. Kecamatan Tanete Riattang Barat 
23. Kecamatan Tanete Riattang Timur 
24. Kecamatan Tellu Limpoe 
25. Kecamatan Tellu Siattinge 
26. Kecamatan Tonra 
27. Kecamatan Ulaweng 
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Bone ( 2013-2018 ) 
4.1.5.1 Visi 
“MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS, DAN 
SEJAHTERA”  
1. Sehat yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang 
adil dan berkualitas.  
2. Cerdas yaitu Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki 





yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri 
berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.  
3. Sejahtera yaitu Masyarakat yang mampu memenuhi 
kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, 
politik,sosial budaya,lingkungan hidup,didukung infrastruktrur 
dan tata kelola pemerintahan yang baik. 
4.1.5.2 Misi 
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 
terjangkau, adil, dan merata.  
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang 
berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk 
mewujudkan manusia mandiri.  
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.  
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-
hak dasar masyarakat yang berkeadilan.  
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan 
masyarakat. 
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan 
bebas KKN  
Dalam Upaya mewujudkan visi dan Misi tersebut di atas, 
Pemerintah Kabupaten Bone menerapkan 4 (empat) Budaya Kerja 





1. Bekerja Cerdas  
2. Bekerja Keras  
3. Bekerja Ikhlas  
4. Bekerja Tuntas  
KERJA CERDAS ; Mampu memperhitungkan risiko, mampu 
melihat peluang & dapat mencari solusi sehingga dapat mencapai 
keuntungan yang diharapkan Hal ini tentu didasari tingkat kemampuan 
yang dimiliki seseorang (profesional pada bidangnya)  
KERJA KERAS : Usaha maksimal untuk memenuhi keperluan 
hidup di dunia dan di akhirat disertai sikap optimis. Setiap orang wajib 
berikhtiar maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan 
akhirat. Kebutuhan hidup manusia baik jasmani maupun rohani harus 
terpenuhi. Kebutuhan jasmani antara lain makan, pakaian dan tempat 
tinggal sedangkan kebutuhan rohani diantaranya ilmu pengetahuan dan 
nasihat. Kebutuhan itu akan diperoleh dengan syarat apabila manusia 
mau bekerja keras dan berdo‟a maka Allah pasti akan memberikan 
nikmat dan rizki-Nya. Bekerja atau berikhtiar merupakan kewajiban 
semua manusia. Karena itu untuk mencapai tujuan hidup manusia harus 
bekerja keras terlebih dahulu. Dalam lingkup belajar, kerja keras sangat 
diperlukan sebab belajar merupakan proses yang membutuhkan waktu. 
Orang akan sukses apabila ia giat belajar, tidak bermalas-malasan.  
KERJA IKHLAS : Bekerja dengan bersungguh-sungguh yang 





harus dimulai dari niat yang baik atau dalam bahasa Bugis disebut 
"ININNAWA". Kerja ikhlas adalah bentuk pengorbanan baik tenaga, 
pikiran, maupun perasaan. 
KERJA TUNTAS : Bekerja tidak setengah-setengah & mampu 
mengorganisasikan bagian-bagian usaha secara terpadu dari awal 
sampai akhir untuk mencapai hasil maksimal. Kerja tuntas dikalangan 
Bugis Bone dikenal dengan prinsip "TELLABU ESSOE RI TENGNGA 
BITARAE" yaitu jika ingin melakukaan sesuatu pekerjaan maka 
renungkanlah kemudian satukan hati dan pikiran selanjutnya lakukan 
dan jangan berhenti di tengah jalan . Untuk menguatkan prinsip tersebut 
maka menggunakan Motto " SUMANGE' TEALARA" yaitu Teguh dalam 
Keyakinan, Kukuh dalam Kebersamaan. 
4.1.6 Prestasi Dan Penghargaan 
Sejak memimpin Kabupaten Bone pada Tahun 2013 sampai 
2016, H. Andi Fahsar telah memerima berbagai macam penghargaan, 
diantaranya:  
1. Penghargaan Adi Praja Satwa Sewaka Tahun 2013 dari Menteri 
Pertanian 5 Juni Tahun 2013. Penghargaaan Adi Praja Satwa 
Sewaka ini merupakan bentuk apresiasi komunitas peternakan 
terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen 
tinggi terhadap pembangunan peternakan, yang diklasifikasi 
kedalam tiga wilayah Indonesia yaitu Indonesia Bagian Timur, 





2. Penghargaan Raksaniyata dan Adiwiyata Tahun 2113, didapat 
dari Kementerian Lingkungan Hidup Tanggal 23 Desember Tahun 
2013. Raksayiniyata merupakan Penghargaan atas keberhasilan 
pemerintah Kabupaten Bone menambah tutupan vegetasi dalam 
upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mendorong 
pemanfaatan ruang secara bijaksana dan meningkatkan resapan 
gas rumah kaca. Adiwiyata merupakan Penghargaan Sekolah 
yang berbasis lingkungan diberikan atas prestasi SD Inpres 12/79 
Pallawarukka Rukka Kecamatan Ulaweng yang berhasil dalam 
mengembangkan penghijauan lingkungan sekolahnya yakni 
sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta 
lingkungan yang indah.  
3. Penghargaan Sertifikat Adipura Tahun 2014 dari Kementerian 
Lingkungan Hidup 5 Juni Tahun 2014 sebagai bagian atas peran 
serta Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Bone dalam 
Mewujudkan Kota Bersih dan Hijau (Clean and Green City). 
Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang 
berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan 
perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup  
4. Penghargaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Terbaik 





5. Juara Umum Sulsel BOOK FAIR/PEKAN PERPUSTAKAAN 
Tingkat Sulawesi Selatan Tahun 2015  
6. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2015 dari CEO PT 
Media Nusantara Citra (MNC) Tbk. Bupati Bone mendapat 
penghargaan pembangunan di bidang Maritim dan Pariwisata. 
Diserahkan pada Tanggal 31 Juli 2015 di Makassar.  
7. Penghargaan OPSUS (Upaya Khusus) Swasembada Pangan 
Tahun 2015 dari Presiden RI  
8. Penghargaan TANGGUH AWARD 2015 Kategori Website Terbaik 
kabupaten/kota se-Indonesia yang diwakili BPBD Kabupaten 
Bone 
9. Penghargaan Adi Bhakti Pratama Tahun 2015, Pengabdian 21 
Tahun di PKK  
10. Penghargaan Adi Bhakti Tani Nelayan Tahun 2015 dari Kontak 
Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional  
11. Penghargaan Swasti Saba Padapa Tahun 2015, Penghargaan di 
Bidang Kesehatan sebagai Kabupaten Sehat dari Kementerian 
Kesehatan RI. Diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan, 27 
November 2015 di Jakarta  
12. Juara I Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan 
Sejahtera tingkat provinsi Sulawesi selatan diwakili Desa 





13. Juara I Madya dalam Bidang Akselarasi Pembangunan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan KB/KS 
tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015  
14. Penghargaan BKN AWARD Tahun 2016 Peringkat Pertama 
Tingkat Nasional Pelaksanaan E-PUPNS  
15. Penghargaan Gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, 22 Juni 
Tahun 2016  
16. Penghargaan BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL 
MENENGAH dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 
21 Juli 2016  
17. Penghargaan KEPALA DAERAH INOVATIF 2016 Bidang 
Ekonomi Pertanian dari Koran Seputar Indonesia (Sindo), 11 
Agustus 2016  
18. Penghargaan Honorary Police (Penghormatan Tertinggi Kapolda) 
oleh Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol. 
Dr.Drs.Anton Charlyan, Kamis 8 September 2016. 
4.1.7 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 
 
4.1.7.1 Visi dan Misi BKPSDM 
Adapun visi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 






“Terwujudnya Pengelolahan Kepegawaian Daerah yang 
Prima Menuju Tercapainya Pegawai yang Berkompetensi, 
Profesional dan Sejahtera”.  
Sedangkan misi yang diemban Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bone yang bertolak dari Visi 
diatas adalah:  
1. Meningkatkan pengolalahan data dan informasi 
kepegawaian yang berbasis teknologi informasi  
2. Meningkatkan pengelolahan administrasi kepegawaian yang 
berkkeadilan, professional, akuntabel, dan transparan.  
3. Meningkatkan kompetensi rekrutmen dan penataan 
kepegawaian dengan kebutuhan pegawai.  
4. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur.  
5. Meningkatkan penegakan aturan perundang-undangan 
kepegawaian. 
6. Mengembangkan pengelolahan kepegawaian dengan 
system pola karir berdasarkan prestasi kerja.  
7. Meningkatkan pembinaan mental dan spiritual pegawai. 
4.2 analisis implementasi kebijakan pengangkatan aparatur sipil 
negara dalam jabatan struktural di Pemerintahan kabupaten bone  
 
Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan 
struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier ASN dalam 
jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang 





Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan 
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan 
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. 
Pelaksanaan mutasi di Kabupaten Bone, semenjak Andi 
Fahsar Padjalangi dilantik, dalam rentan tahun 2013-sekarang telah 
melakukan beberapa kali pelantikan dan pergeseran di pemerintahan 
daerah mulai dari eselon II, III, dan IV. Dalam pelaksanaannya banyak 
pegawai yang dirotasi, promosi, dan demosi. Hal tersebut dilakukan 
untuk penyegaran dalam organisasi serta evaluasi terhadap pegawai 
agar mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bupati. 
Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, data didapatkan melalui 
wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis anggap 
kompeten tentang masalah penelitian serta data-data dari dokumen 
yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sesuai dengan rumusan 
masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada 
bab ini, penulis akan memaparkan Mengenai bagaimana 
impelementasi pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan 
struktural dan apa faktor faktor penyebab pelaksanaan pengangkatan 
aparatur sipil negara dalam jabatan struktural di kabupaten  bone. 





4.2.1 Sekilas tentang Baperjakat Kabupaten Bone 
Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebagai pemberi 
pertimbangan kepada pemerintah dalam pengangkatan Aparatur Sipil 
Negara dituntut professional dan selektif . keanggotaan Baperjakat 
sendiri di atur dalam PP No. 100 tahun 2000 pada Bab 5 , dimana 
dalam tim Baperjakat memiliki 1 orang ketua yang merangkap anggota 
dan paling banyak 6 anggota dan 1 orang sekertaris . Masa 
keanggotaan Baperjakat selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali 
pada kepengurusan selanjutnya. 
Berikut Penulis Sajikan Susunan Keanggotaan Tim Baperjakat 
Kabupaten Bone 
Gambar 3 












H ANDI MUH YAMIN 











Dari data di atas dapat di lihat susunan keanggotaan tim 
Baperjakat Kabupaten Bone dimana Ketua Tim Baperjakat juga 
merangkap sebagai anggota adalah H.A. Surya Darma yang juga 
merupakan Sekertaris Daerah Kabupaten Bone . Sedangkat Sekertaris 
Tim Baperjakat Adalah Andi Islamudin yang juga merupakan Ketua 
Badan Kepegawaian . Sedangkan Anggotanya adalah H.A. 
Muhammad Yamin yang merupakan Asisten Bidang Pemerintahan dan 
Kesra Setda Bone , Andi Gunadil Ukra yang merupakan Asisten 
Bidang Ekonomi, Pembagunan Setda Bone , Asriadi Sulaiman yang 
merupakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bone , dan yang 
terakhir Drs. H.A. Amar Ma‟ruf yang merupakan Inspektur Kabupaten 
Bone. 
4.2.2 Pelaksanaan Pengangkatan Aparatutur Sipil Negara dalam 
jabatan struktural. 
 
Dalam konsep birokrasi yang dikemukan Max Weber, seorang 
sosiolog Jerman. Beliau mengibaratkan birokrasi sebagai sebuah 
mesin yang siap menjalankan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan 
yang telah dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintahan tanpa 
terkontaminasi dengan tujuan atau kepentingan pribadi. 
Amanat Undang-Undang nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manjemen pegawai 
berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, 





keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan 
kesetaraan, serta kesejahteraan. Yang menjadi permasalahan 
adalah dalam proses penempatan aspek profesionalitas seringkali 
dikesampingkan. Konsep the right man on the right place yang 
seharusnya dijadikan acuan utama tidak berlaku. Penempatan 
pegawai yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat mampu secara 
efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan hal tersebut senada 
dengan apa yang dikemukan oleh Mathis & Jackson, yaitu 
“penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi 
pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok 
dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas 
pekerjaan. Hal ini memang menjadi kendala terbesar dalam proses 
birokrasi di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Sulawesi 
Selatan khusunya di Kabupaten Bone yang kental dengan adat dan 
nila-nilai budayanya yang masih sangat berpengaruh dalam 
struktural birokrasi Kabupaten Bone  
Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di 
Kabupaten Bone sendiri menurut padangan dari Beberapa media 
dan persepsi dari masyarakat tak lepas dari kepentingan politik 
dalam pelaksanaan nya. Terlihat dari pelaksaan pengangkatan 
aparatur sipil Negara pasca pilkada terlihat kerabat dan tim 





. Hal tersebut di nyatakan oleh SM yang merupakan salah satu ketua 
LSM yang ada di kabupaten Bone yang mengatakan bahwa : 
„‟ dalam pemerintahan mutasi memang merupakan suatu 
kebutuhan . setiap proses pasca pilkada pimpinan baru pasti 
akan merubah komposisi pejabat untuk mewujudkan visi dan 
misinya. Namun  dalam pelaksanaan nya saya melihat 
beberapa orang yang menjadi tim loyalis pada saat pilkada 
yang banyak di angkat untuk menduduki jabatan strategis , 
entah itu sesuai dengan kompetensi mereka atau tidak 
namun saya yakin bahwa ada kepentingan tersendiri dari 
bupati dan hal inilah yang kita tidak inginkan‟‟ ( wawancara 
penulis pada tanggal 11 april 2017 ) 
Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh IS yang juga 
merupakan pegawai yang di demosi yang mengatakan bahwa : 
„‟ kepentingan pribadi pimpinan dalam pelaksanaan mutasi 
itu sudah jadi rahasia umum lagi banyak yang di untungkan 
dan banyak juga yang di rugikan . jika itu masih terjadi 
negara kita khususnya di kabupaten bone saya rasa proses 
pemerintahan tidak akan baik ketika di tangani oleh orang 
orang yang tidak kompeten „‟ ( wawancara penulis pada 
tanggal 9 april 2017 ) 
 
Hal Serupa juga  di ungkapkan oleh RB , salah satu pejabat 
yang di demosi , yang menyatakan bahwa: 
„‟ Memang dalam pelaksaan mutasi tidak pernah lepas dari 
yang namanya kepentingan politik , mungkin adik bisa 
menilai sendiri bagaimana pemerintah dalam mengangkat 
orang orang terdekat nya untuk menduduki jabatan strategis 
, dan akan ada orang yang merasa kecewa dan di rugikan . 
menurut saya ini sudah menyalahi aturan apalagi beberapa 
pejabat yang di angkat merupakan tim sukses saat pilkada 
dan sangat jelas bahwa PNS dilarang untuk melaksanakan 
aktifitas kampanye „‟ ( wawancara penulis pada tanggal 10 
April 2017 ) 
 
Dari ketiga hasil wawancara di atas jelas muncul kekecewaan 





kepentingan politik . Namun Pelaksanaan pengangkatan jabatan 
yang beberapa orang menilai terkesan politis di bantah oleh EH yang 
merupakan kabid promosi dan pension , beliau mengatakan bahwa „‟ 
„‟ pelaksanaan mutasi menurut saya baik baik saja , 
meskipun ada yang menganggap bahwa keluarga bupatilah 
yang di angkat , contoh nya kakak dari pak bupati yang di 
angkat menjadi kepala dinas kesehatan itu kan memang 
sesuai dengan jurusan dan keahlianya beliau seorang dokter 
jadi wajar saja ketika beliau di angkat menjadi kepala dinas , 
dan saya rasa itu sah sah saja . yang salah ketika keluarga 
bupati adalah seorang guru tapi di angkat jadi kepala dinas 
kesehatan kan lucu kedengarannya‟‟( wawancara penulis 
pada tanggal 20 april 2017 ) 
 
Dari berbagai pernyataan informan diatas , menurut hemat 
penulis memang benar dalam proses pengangkatan aparatur sipil 
negara tidak bisa lepas dari yang namanya kepentingan politik 
namun disisi lain para pejabat yang di angkat juga sudah memenuhi 
kriteria dan memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan strategis 
dalam pemerintahan. 
4.2.3 Perbandingan Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur sipil  
Negara jilid pertama dan keempat 
 
Sesuai penjelasan pada Sub Bab sebelumnya pelaksanaan 
mutasi pasca pilkada yang memang terkesan di politisasi penulis 
mencoba untuk membandingkan pelaksanaan pengangkatan jabatan 
jilid pertama pasca pilkada dan pengangkatan aparatur sipil Negara 
jilid ke empat yang menurut penulis ada hal lain yang menjadi 
sorotan dalam pelaksanaan pengangkatan aparatur sipil Negara jilid 





4.2.3.1 Mutasi Jilid Pertama 
Mutasi pertama dilakukan oleh Bupati Bone Andi Fahsar 
Padjalangi dilakukan pada tanggal 9 Juli 2013, sebanyak 48 pejabat 
eselon II yang digeser di jabatan pemerintah daerah. Proses mutasi 
pertama yang terjadi di Kabupaten Bone tidak lepas dari konstestasi 
Pilkada sehingga terkesan ada politik balas jasa di dalamnya, 
beberapa pegawai yang merupakan tim loyalis pemenangan Bupati 
Andi Fahsar M Padjalangi menduduki jabatan penting, seperti 
diungkapakan Oleh SM selaku ketua Tim LSM Lakra Kabupaten 
Bone yang menyatakan bahwa : 
„‟ iya , memang dari semua pelaksanaan mutasi di 
kabupaten Bone yang paling menjadi sorotan adalah mutasi 
yang pertama karna beberapa pejabat yang di angkat 
merupakan tim pemenangan pada saat pilkada dan yang di 
turunkan merupakan tim lawan  contoh ketua BKD saat ini 
merupakan tim pemenangan Bupati padahal kita tau bahwa 
beliau sebelumnya bekerja di luar kabupaten Bone yang 
ditarik setelah bupati terpilih , dan juga ada menantu bupati 
sebelumnya yang menjabat sebagai kepala dinas perizinan 
terpadu di gantikan oleh pak Akbar yang kalau kita lihat juga 
merupakan tim sukses pada saat pilkada‟‟ ( Wawancara 
Penulis Pada tanggal 11 April 2017 ) 
   
Adapun aparatur sipil Negara yang di angkat pada mutasi jilid 
pertama adalah sebagagi berikut: 
Tabel 6. Daftar Nama Pegawai Yang Di angkat pada jilid 
pertama 
 
No Nama  Jabatan Lama Jabatan Baru 
1 Irwansyah  Kepala Bappeda Staf Khusus Bupati 
Bone 










Kesra Setda Bone 
3 Andi Gunadil Ukra  Asisten Bidang 
Pemerintahan dan 




4 Asriadi Sulaiman   Asisten Bidang 
Administrasi Umum 
Setda Bone 
5 Arfiah  Arabe sebagai Direktur 
RSUD Tenriawaru 
Staf Khusus Dinas 
Kesehatan 
6 Muchlis A rasyid  Kepala Dinas 
Pendidikan 
Staf Khusus Sekda 




Staf Khusus Bupati 
8 Andi Lutfi Sekertaris BKKBD Nonjob 





10  H. Jemmy  Kepala Damkar Nonjob 
11 Amar Ma'Ruf  Staf khusus asisten 1 Inspektur Daerah 
12 H Andi Pahrum Pawi   Kepala Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 
13 H Abu Bakar  Inspektur pembantu Kepala Bappeda 




15 Ruslan  Staf khusus dinas 
sosial 
Kepala Dinas Sosial 
16 drh. Aris Handono  Kepala Dinas 
Peternakan 






18 H Alimuddin 
Massapa 
Staf khsus Bupati Kepala Dinas Tenaga 
Kerja 













Keuangan dan Aset 
Daerah 
21 Sudirman  Staf Khusus Bupati Kepala Dinas PU dan 
SDA 
22 Wahida  Sekertaris dinas PU 
dan SDA 
Kepala Dinas 
Perikanan dan Kelautan 
23 Aswar  Staf Khusus Sekda Kepala Dinas Koperasi 
Dan UMKM 
24 Drs Asiswa Staf Khusus Asisten 




25 H Rosalim Hab  Staf khusus sekda Kepala Dinas 
Pendidikan 
26 H Syafruddin  Staf Khusus Asisten 






27 Muhammad Akbar Kabag perekonomian 
sekda 
Dinas Perizinan dan 
Penanaman Modal satu 
Pintu 
Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone 
Dari Tabel Di atas Menurut Analisis Penulis Ada beberapa 
yang menjadi sorotan , selain Andi Islamudin dan Muhammad Akbar 
yang telah di jelaskan pada wawancara di atas , ada juga nama Hj. 
A. Kasma Padjalagi yang merupakan Saudara Kandung dari Bupati 
Bone sekarang , terlepas dari apakah beliau memang memiliki 
kompetensi di jabatan itu tapi akan tetapi sangat jelas bahwa ada 
unsure politik dan kepentingan dalam pengangkatan nya. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu staf  di 
lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bone , jika di bandingkan 
dengan kepala dinas terdahulu memang lebih kompeten dan lebih 
baik kinerja dari kepala dinas terdahulu namun kerja dari kepala 





merupaka kerabat dari bupati terpilih itu sendiri menurut NY salah 
satu Staf di lingkup dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang 
menyatakan Bahwa‟‟ 
“ Saya juga merasa heran dengan keputusan itu , saya rasa 
kinerja dari kepala dinas terdahulu sudah sangat baik di 
bandingakan dengan kepala dinas sekarang , iya mungkin 
karna kita ketahui bahwa beliau adalah keluarga dari pak 
bupati jadi itulah yang di angkat , dan saya rasa pelayanan 
yang kami berikan juga tergantung dari atasan kami „‟ ( 
Wawancara penulis pada tanggal 25 Mei 2017 ) 
 
Memang dalam Pelaksanaan Mutasi jilid Pertama sangat jelas 
bahwa pelaksanaan pengangkatan nya terksesan spoyl System  
4.2.3.1.1 Mutasi Jilid Ke Empat 
Mutasi Jilid IV Kabupaten Bone dilaksanakan pada hari jumat, 
6 Februari 2015 Mutasi yang dilakukan menunjukkan ada beberapa 
pegawai yang digeser atau ditukar jabatanya.  pada mutasi kali ini 
ada kecendrungan yang tergambarkan bahwa Bupati sudah mulai 
menarik mantan lawan Politiknya, seperti Andi Promal Pawi. Andi 
Promal merupakan calon wakil Bupati yang menjadi lawan politik 
Andi Fahsar pada saat kontestasi Pilkada lalu. Konsolidasi politik 
yang dilakukan oleh Bupati dengan menarik kembali mantan lawan 
politiknya mencerminkan sikap profesionalisme yang ditunjukkan 
dalam menata birokrasi di Kabupaten Bone menuju birokrasi 
professional 
 Berikut Adalah Daftar Nama Nama Aparatur Sipil Negara 





Tabel 7 . Daftar Nama ASN yang di angkat pada jilid ke 
Empat 
 
NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 
1 Drs A Ikhwan Bur  jabatan Kepala KB 
dan KS 
Kadisbudpar 
2 A.Sadli Rasyid  jabatan Kadisbudpar Staf Ahli Bidang Politik 
 
3 Muh Zaenal N  
 
staf Ahli Bidang Politik 
Kasatpol PP 
 





5 Sunardi Nurdin  Kepala Dishutbun Kepala Distan 
6 Sumardi Sulaiman    Kadisperindag 
7 Muharram Sahude  Kepala Kesbangpol Linmas Kepala 
Kesbangpol 
8 H A Promal Pawi  
 
Staf khusus Assiten 
Satu 
Kabag Humas Setda 
9 Drs A Haedar  
 
Staf khusus Kepala 
DPKAD 
Kabag Pemdes 





11 A.Erwin Terwo  
 
Kabag Pemdes Kepala Kantor Promosi 
dan Penanaman Modal 






13 Syamsurya  Sekretaris Dishutbun Inspektur Pembantu 
 
14 Agus  Inpektur pembantu Camat Cenrana 
 
15 Andi Massalesse  Sekcam Amali Camat Amali 
16 Andi Rasyid jabatan inspektur 
pembantu 
Camat Pattimpeng 










19 Mahmud  
 
Camat Cenrana Sekretaris Dinas 
Koperasi dan UMKM 
20 Anwar SH  
 
 Sekretaris dinas 
kesehatan 
21 Andi Mappangara  
 
 Sekretaris Satpol PP 
22 Asman Sulaiman  Sekcam Bengo Camat Barebbo 
Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone 
Proses mutasi yang dilakukan pada jilid kedua ini ada kesan 
karena dilandasi akan kepetingan politik di dalamnya dengan 
merangkul kembali beberapa lawan politik dilakukan untuk persiapan 
menghadapi Pilkada 2018 yang akan datang. Meskipun kalau dilihat 
sebenarnya Andi Promal Pawi juga memiliki kapasitas dan 
kompetensi untuk duduk di jabatan Kabag Humas, sebelumnya pada 
periode Bupati Idris Galigo Ia sempat menjadi sekretaris di Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya 
mengundurkan diri karena ikut dalam Pilkada.  
Mutasi jilid kedua ini juga penulis dapatkan bahwa ada 
intervensi politik dalam mempengaruhi keputusan Bupati untuk 
menempatkan beberapa pejabat pemerintahan di posisi yang 
strategis, seperti Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Kadisperindag) dan Sekretaris Camat Bengo yang diduduki oleh 
Sunardi Sulaiman dan Asman Sulaiman, mereka berdua diketahui 






4.2.4 Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di 
Kabupaten Bone 
Pengadaan Aparatur Sipil Negara adalah untuk mengisi 
formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi 
pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ASN yang 
berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan 
organisasi. Karena pengadaan ASN  adalah untuk mengisi formasi 
yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus 
berdasarkan kebutuhan. setiap Warga Negara Republik Indonesia 
mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi syarat yang 
ditentukan.  
Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Jabatan Di Kabupaten 
Bone Tim Baperjakat Dan BKD selaku pelaksana teknis dalam 
kegiatan mutasi melaksanakan Pengangkatan ASN Sesuai Tahapan 
Tahapan Dan Standar Pelaksanaan Pengangkatan ASN hal Tersebut 
di ungkapkan SD selaku ketua tim Baperjakat Bahwa : 
„‟Tahapan Tahapan Mutasi itu cukup lama , mulai dari tahap 
Perencanaan , pengumuman , pendaftaran , Seleksi ,sampai 
pada tahapan pengangkatan dan penempatan, itu kita 
lakukan sesuai prosedur dan pelaksanaan nya pun benar 
benar professional „‟( wawancara penulis pada tanggal 13 
April 2017 ) 
Dari Hasil wawancara di atas ada 5 tahap dalam proses 
pelaksanaan pengangkatan ASN Di Kabupaten Bone dan penulis 





4.2.4.1 Tahap Perencanaan  
Tahapan Perencanaan Pengangkatan ASN merupakan 
langkah awal dalam Proses Pengaadaan Aparatur Sipil Negara 
. tahap perencanaan Pengangkatan ASN merupakan 
merencanakan dan menentukan jumlah tenaga kerja yang 
diperlukan sehingga membentuk sebuah formasi jabatan secara 
efektif dan efisien yang akan diisi oleh calon pelamar agar sesuai 
dengan kebutuhan formasi dan membantu tercapainya tujuan yang 
telah direncanakan. 
Tahap Perencanaan dalam Pelaksanaan Pengangkatan 
ASN Di Kabupaten Bone merupakan suatu hal yang paling 
menentukan dan hal yang paling penting untuk mendapatkan calon 
pegawai yang baik , adapun langkah yang di lakukan oleh Tim 
Baperjakat dalam tahap perencanaan seperti hal nya yang di 
sampaikan oleh SD bahwa: 
„proroses perencanaan merupakan langkah awal dalam 
proses mutasi , yang pertama kita lakukan adalah 
memberikan informasi kepada seluruh SKPD bahwa akan di 
lakukan mutasi melalui surat resmi . selanjutnya SKPD akan 
mengidentifikasi apakah ada jabatan yang kosong atau tidak 
. setelah di identifikasi dan di ketahui bahwa adanya jabatan 
yang kosong , maka kami dari tim baperjakat dan unsure 
terkait dalam pelaksanaan mutasi kemudian 
mengagendakan pelaksanaan mutasi ( wawancara penulis 
pada tanggal 13 april 2017 ) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis akan mencoba 
menguraikan proses perencanaan pelaksanaan mutasi dengan 





1. Baperjakat Memberikan Informasi Kepada SKPD Bahwa 
akan di Laksanakan Mutasi 
2. SKPD mengidentifikasi Jabatan yang Kosong 
3. SKPD meberi Informasi Kepada Baperjakat Terkait Adanya 
Jabatan Yang Kosong 
4. Baperjakat Dan unsure terkait dalam pelaksanaan Mutasi 
Mengagendakan Pelaksanaan Mutasi. 
4.2.4.2 Tahap Pengumuman  
Menurut Novia (2006: 572) menyatakan bahwa 
pengumuman adalah perbuatan atau hal dan sebagainya untuk 
mengumumkan sesuatu atau pemberitahuan terhadap orang 
banyak. Sedangkan Menurut Finoza (2005: 106) berpendapat 
bahwa pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan 
kepada orang banyak yang perlu diketahui oleh siapa saja yang 
berkepentingan sesuai dengan isi pengumuman itu. 
Pengumuman  ini bersifat resmi yang isinya menyangkut segi-segi 
kedinasan, baik yang dibuat oleh instansi/organisasi maupun oleh 
seseorang. 
Tahapan Pengumuman ini kemudian di lakukan oleh Tim 
Baperjakat setelah di ketahui bahwa adanya SKPD yang 
membutuhkan Pegawai dan Telah Di agendakan sebelumnya  ,  
Langkah langkah yang di lakukan oleh Baperjakat pada tahapan ini 





„‟ selanjutnya pada tahapan pengumuman ada beberapa 
informasi yang kita berikan seperti jumlah dan jabatan apa 
yang di butuhkan , apa apa saja persyaratan nya sesuai PP 
100 tahun 2000 dan kapan pelaksanaan nya. tahapan ini di 
lakukan 15 hari sebelum pendaftaran. Yang kami lakukan 
pada tahapan ini kami kembali memberikan informasi 
kepada SKPD terkait isi dari pengumuman itu tadi . media 
yang kami gunakan selain surat dinas resmi juga kami juga 
mengumumkan lewat blog  ‟‟( wawancara penulis pada 
tanggal 13 april 2017 ) 
 
dalam tahapan pengumuman ada beberapa hal yang 
menjadi isi dari pengumuman itu sendiri antara lain 
1. Jumlah atau jenis jabatan yang lowong  
2. Syarat syarat pelamar : 
a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil. 
b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1(satu) 
tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan. 
c. Semua  Unsur penilaian potensi kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 
d. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 
e. Sehat jasmani dan rohani. 
3. Batas Waktu Pengajuan Lamaran 
Terkait masalah tahapan pengumuman di lakukan 15 hari 
sebelum tahapan pendaftaran , adapun yang menjadi media dalam 
pelaksanaan tahapan pengumuman adalah : 
1. Surat Dinas Resmi 





Pada tahapan pengumuman juga tidak kalah penting karna 
apabila pada tahap ini tidak maksimal maka persebaran informasi 
di kalangan pemerintahan kabupaten bone juga tidak akan 
maksimal . 
4.2.4.3 Tahap Pendaftaran dan Tahap Penyaringan 
Menurut Roberts (dalam Irianto, 2001:45) berpendapat 
bahwa seleksi merupakan elemen paling penting dalam setiap 
proses manajemen karena organisasi tidak mungkin mecapai 
MSDM secara efektif jika tidak ada kepaduan gerak antara pekerja 
dan pekerjaan. Sedangkan Menurut Sofyandi (2008:105) 
penyaringan atau seleksi adalah Proses identifikasi dan pemilihan 
orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang 
paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi 
tertentu. Sedangkan definisi lain mengenai seleksi menurut 
Hasibuan (2007:40) adalah Suatu kegiatan pemilihan dan 
penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi 
karyawan perusahaan itu. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi 
tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat di 
simpulkan bahwa penyaringan atau seleksi merupakan elemen 
paling penting dalam proses identifikasi, pemilihan orang-orang dan 
penentuan pelamar yang paling cocok atau paling memenuhi syarat 





Tahap pendaftaran dan seleksi pengangkatan Aparatur Sipil 
Negara di Kabupaten Bone merupakan tahapan inti dalam proses 
pengangkatan jabatan . ASN yang telah mendaftar akan di seleksi 
dan uji kelayakan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan 
hal tersebut di sampaikan oleh SD Bawha : 
„‟ setelah tahap pengumuman selanjutnya tahapan 
Pendaftaran Dan seleksi , tahapan ini adalah merupakan 
tahap inti dari semua tahapan , dalam tahapan pendaftaran , 
dilakukan dengan menyerahkan berkas usulan dan lembar 
disposisi kepada saya dan selanjutnya berkas tersebut di 
serahkan kepada bupati . nah setelah itu masuk pada tahap 
seleksi atau pemeriksaan berkas , setelah seleksi 
penerimaan berkas maka akan di lakukan uji kelayakan 
sesuai dengan syarat untnuk menjadi pegawai uji kelayakan 
ini biasa berupa tes wawancara atau tes kompetensi Dan 
setelah itu di lakukan yang namanya diklat Pra jabatan nah 
disitulah dilihat bagaimana kompetensi calon pegawai 
apakah sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki 
dengan jabatan yang di tawarkan .  proses nya 
membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada agenda 
menyerahkan SK dan itu di lakukan sesuai dengan SOP 
yang telah di tentukan‟‟ ( wawancara penulis pada tanggal 13 
april 2017 ) 
 
Dari analisis penulis terkait tahapan pendaftaran dan 
pemeriksaan/penyaringan memang tahapan ini sangat penting dan 
merupakan tahapan inti . dalam tahapan ini adapun yang di lakukan 
oleh baperjakat adalah sbb : 
1. Memeriksa berkas usulan calon pegawai 
2. Memerintah kepala BKD untuk menindak lanjuti berkas 





3. Melaksanakan uji kelayakan calon Aparatur sipil Negara 
apakah sudah memenuhi kriteria untuk menjadi aparatur sipil 
Negara ( tes wawancara atau tes kompetensi 
4. Memerintahkan BKD untuk melaksanakan Diklat Pra 
Jabatan 
5. Memerintahkan bagian administrasi umum untuk 
mempersiapkan draft SK pengangkatan 
4.2.4.3.1 Tahap Pengangkatan  
Tahapan terakhir dalam proses pengangkatan Aparatur Sipil 
Negara dalam jabatan di Kabupaten Bone adalah Tahap 
pengangkatan. tahapan ini di laksanakan setelah calon ASN telah 
melaksanakan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi syarat 
untuk menjadi Aparatur Sipil Negara . hal tersebut di sampaikan 
Oleh SD bahwa : 
„setelah di lakukan uji kelayakan calon pegawai dan 
dinyatakan memenuhi syarat , maka tahap selanjutnya 
adalah tahap pengangkatan. Yang kami lakukan dalam 
tahap pengangkatan adalah memeriksa draft sk yang telah di 
siapkan kemudian di paraf dan di lanjutkan ke Bupati untuk 
menandatangani SK tersebut . setelah SK nya keluar 
kemudian kami menyiapkan pengangkatan dan pelantikan ‟‟( 
wawancara penulis pada tanggl 13 april 2017 ) 
 
Dari hasil wawancara di atas maka adapun proses yang di 
lakukan oleh baperjakat dalam tahapan pengangkatan adalah 
sebagai berikut : 





2. Memberikan paraf Pada SK kemudian dilanjutkan ke 
Bupati Untuk menandatangani SK  
3. Memerintahkan BKD Untuk mempersiapkan pelantikan  
4. Melaksanaka Pelantikan. 
Setelah tahapan pengangkatan maka semua tahapan dalam 
proses pengangkatan ASN telah selesai . memang dalam 
pelaksanaan Pengangkatan ASN Di Kabupaten Bone sangatlah 
memakan waktu yang lama dan melibatkan beberapa unsur . 
4.2.5 Pertimbangan dalam pelaksanaan pengangkatan Aparatur Sipil 
Negara 
 
Dalam birokokrasi ideal yang diungkapakan Weber, bahwa PNS 
harusnya dipilih atas dasar kriteria prestasi, bukan kriteria askriptif 
seperti kasta, ras, kelas, atau bahasa. Namun, faktanya masih ada 
landasan lain yang digunakan selain merit system yakni kriteria politik. 
Menurut Malayu S. P. Hasibun ada tiga dasar/landasan pelaksanaan 
mutasi karyawan yaitu merit system, seniority system, dan spoiled 
system”. 
Pengangkatan ASN  yang terjadi di Kabupaten Bone harus 
melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat yang diberikan kuasa penuh 
untuk memberikan penilaian kepada Pegawai Negeri Sipil. Tim Ini di 
ketuai langsung oleh Sekda Bone dan keputusan akhir tentang 
Pengangkatan ASN berada di tangan Bupati. Dalam Sub pembahasan 





jenjang kepangkatan, loyalitas yang dilakukan Baperjakat dalam 
melakukan mutasi di Pemda Kabupaten Bone. 
4.2.5.1 Kompetensi Pendidikan 
Dalam jabatan Struktural Pemerintah Daerah yang menjadi 
salah satu pertimbangan utama dalam mengangkat seorang 
pejabat khusus di jabatan Kepala Dinas atau Badan adalah 
kompetensi pendidikan yang dimiliki. Bidang yang diduduki harus 
sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki untuk 
mengoptimalkan kinerja yang akan dilakukan nantinya. 
Kompetensi adalah seperangkat tingkah laku, keterampilan 
dan pengetahuan tertentu yang menjadi syarat utama dan elemen 
kunci bagi lahirnya kepemimpinan yang efektif dan efisien. Secara 
umum kompetensi dipahami sebagai sebuah kombinasi antara 
keterampilan (skill), atribut personal dan pengetahuan (knowledge) 
yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat 
diamati, diukur dan dievaluasi. Keberadaan PNS di era reformasi 
dan penyelengaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi 
yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat 
tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh 





1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab 
yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan 
public 
2. Pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good 
Governance) 
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan 
strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal 
organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi 
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era 
globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di 
tolak dan dicegah lagi 
5. Serta pelaksanaan otonomi daerah. 
Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa 
pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan 
dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. 
Di Kabupaten Bone Kompetensi Pendidikan Merupakan 
faktor penting dari baperjakat dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan 
seperti yang di nyatakan Oleh SD selaku ketua Tim Baperjakat 
yang mengatakan Bahwa : 
„‟dalam mutasi itu perlu dikedepankan aspek kompetensi 
seseorang namun tidak menutup kemungkinan ada 
seseorang yang ahli dalam satu bidang tapi tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikan nya maka tetap kita 





skill yang di milikinya.‟‟ ( Wawancara Penulis pada tanggal 
13 april 2017 ) 
 
Namun hal berbeda di utarakan oleh SM selaku ketua tim 
lembaga advokasi kesejatraan rakyat di kabupaten bone yang 
mengatakan bahwa :  
„‟ sepertinya bupati kurang memperhatikan latar belakang 
pendidikan seorang pejabat dalam melaksanakan mutasi , 
kita lihat sendiri seorang yang non pertanian di tempatkan di 
dinas pertanian , nah ini kan tidak sesuai‟‟ 
 
Untuk mencapai biokrasi pemerintahan yang profesional 
adalah dengan menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai 
dengan kompetensinya. Sehingga latar belakang pendidikan 
menjadi salah satu acuan utama dalam melihat kompetensi 
pegawai, contohnya Dinas Pertanian harusnya dijabat dari lulusan 
Pertanian. Tetapi yang terjadi di beberapa instansi Dinas di 
Kabupaten Bone dijabat oleh pegawai yang tidak sesuai dengan 
latar belakang pendidikan yang mereka miliki. 
4.2.5.2 Jenjang Kepangkatan 
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan 
seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam 
rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 
penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan 
atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap 
Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil 





kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka 
kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat 
kepada orangnya.  
Dalam jabatan struktural, PNS yang berpangkat lebih rendah 
tidak dapat membawahi langsung PNS yang berpangkat lebih 
tinggi. Penempatan seorang Pegawai Negeri Sipil memang harus 
memperhatikan jenjang pangkat dari PNS itu sendiri. Jabatan-
jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan mempunyai batas 
minimal pangkat yang harus dimiliki seorang PNS. Ini merupakan 
tugas dari pimpinan untuk memperhatikan jenjang pangkat seorang 
PNS jika melakukan mutasi.  
Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri 




Tabel 8 . Jenjang Pangkat jabatan Struktural 
NO ESELON JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG 
TERENDAH TERTINGGI 
PANGKAT GOL PANGKAT GOL 
1 I A Pembina utama IV/E Pembina Utama IV/E 
2 I B Pembina utama madya IV/D Pembina Utama IV/E 





4 II B Pembina Tingkat I IV/B Pembina Utama Muda IV/C 
5 III A Pembina IV/A Pembina Tingkat I IV/B 
6 III B Penata Tingkat I III/D Pembina IV/A 
7 IV A Penata III/C Penata Tingkat I III/D 
8 IV B Penata Muda Tingkat I III/B Penata III/C 
9 V Penata Muda III/A Penata Muda Tingkat I III/B 
Sumber : UU nomor 100 tahun 2000 
Berikut beberapa daftar nama Kepala Dinas yang diangkat 
ke dalam jabatan struktural Pemda Kabupaten Bone. 
Tabel 9 .Kepala Dinas yang Diangkat Di kabupaten Bone 
NO NAMA PANGKAT JABATAN 
LAMA 
JABATAN BARU 


























































8 Ir. Wahidah, M.Si Pembina. IV/a Sekretaris 





Sumber : BKDD kabupaten Bone  
Dalam Aturan Jenjang Kepangkatan Pada PP 100 tahun 
2000 untuk menduduki jabatan struktral dimungkinkan satu tingkat 
dibawah pangkat dasar. Mengacu dari tabel daftar Kepala Dinas 
yang dilantik oleh Bupati Bone, Andi Fahsar Padjalangi diatas 
sudah sesuai dengan regulasi kepangkatan. Drs. Asiswa dan Ir. 
Wahidah, M.Si, yang menduduki jabatan Kepala Dinas 
Perhubungan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang 
memiliki golongan IV/a yang satu tingkat di bawah golongan IV/b 
jadi sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 100 Tahun 2000. 
4.2.5.3 Loyalitas 
Pelaksanaan Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural di 
pemerintah kabupaten Bone juga tak lepas dari pertimbangan 
loyalitas seorang PNS yang akan ditempatkan pada jabatan 
tertentu. Hal Tersebut Dinyatakan Oleh SD selaku ketua tim 





„‟terlepas dari kompetensi seseorang, memang ada 
beberapa factor yang mempengaruhi tentang pengangkatan 
seorang pejabat. Kita ibaratkan saja sebuah organisasi 
apakah bisa berjalan jika orang orang didalamnya tidak 
mampu bekerja sama, kan susah. Begitu juga dalam 
birokrasi, kita mengambil orang-orang yang memang bisa 
dipercaya sehingga bisa bekerjasama, jadi intinya itu 
pertama kita melihat orang yang bisa diajak kerjasama, lalu 
kepercayaan, dan terkahir setia.‟‟( Wawancara Penulis Pada 
tanggal 20 April 2017) 
 
Hasibuan (2007 : 111) juga telah menjelaskan beberapa 
syarat-syarat agar pegawai bisa diangkat pada jabatan tertentu 
(promosi) yaitu dengan menilai loyalitasnya dengan artian pegawai 
harus loyal dalam membela perusahaan atau korps dari tindakan 
yang merugikan, ini membuktikan bahwa dia ikut berpartisipasi aktif 
terhadap perusahaan atau korpsnya. 
4.2.6 Standar Oprasional Prosedur Pengangkatan ASN dalam 
jabatan struktural di Kabupaten Bone 
Dalam suatu lembaga pemerintahanharus memiliki acuan 
dan pegangan,walaupun masih ada lembaga yang tidak memiliki 
acuan serta pedoman dalam suatu pekerjaan.  Akibat dari Tidak 
adanya acuan dalam pelaksanaan pekerjaan banyak membuat 
organisasi tidak berfungsi dengan baik, hal ini dikarenakan para 
Pejabat bingung atas pekerjaan yang mereka akan kerjakan 
selanjutnya, dan pihak manajemen pun tidak mempunyai pedoman 
dalam pengambilan keputusan sehingga apabila ada suatu 
kesalahan atau kekeliruan tidak bisa dianalisis dimana kesalahan 





adanya acuan serta pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
administrasi di lingkungan pemerintahan maupun instansi negara 
banyak dikeluhkan oleh para masyarakat, karena dengan tidak 
adanya acuan pelayanan administrasi menyebabkan proses 
pelayanan menjadi terasa rumit, 
Dalam proses Pengangkatan Aparatur Sipil Negara di 
lingkup pemerintahan Kabupaten Bone Telah ditentukan Standar 
Operational . 
 
Matriks 1 . Standar Operational Prosedur Pengangkatan 





NO Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan 
Kelengkapan Waktu Output 
1 Memeriksa dan 
mengagenda Berkas 
usulan Dan memberikan 
Lembar disposisi 
Bagian Umum Berkas usulan, 
Buku agenda, 
Lembar disposisi 
10 Menit Berkas Usulan , 
Terdisposisi 
 
2 Memeriksa dan Meneliti 
dan Melanjutkan Ke 
Bupati 
Sekda Disposisi 10 Menit Berkas Usulan  
3 Memerintah Sekda 
Untuk Dibaperjakatkan 
Bupati Disposisi 10 Menit Berkas Usulan , 
Terdisposisi 
 
4 Memerintah Kepala 
BKDD Untuk Menindak 
Lanjuti 
Sekda Disposisi 10 Menit Berkas Usulan , 
Terdisposisi 
 




Kepala BKDD Disposisi 10 Menit Berkas Usulan , 
Terdisposisi 
 




Kabid Disposisi 10 Menit Berkas Usulan , 
Terdisposisi 
 
7 Mempersiapkan Bahan 
Kelengkapan dan Berita 
Kasubid Kelengkapan 
Ususlan , Aturan 









8 Meneliti Kelengkapan 
Dan berita acara 
Baperjakat Untuk Di 
tanda tangani dalam 
rapat baperjakat 
Kabid Draft Berita 
acara dan daftar 
hadir 
30 Menit  Berita Acara  
9 Meneliti dan memeriksa 
serta memberikan saran 
dan menandatangani 
berita acara untuk 
diteruskan kepada 
Bupati 
Baperjakat Draft usulan , 
berita acara , 
dan daftar hadir 
2-3 Jam Berita acara di 
tanda tangani 
 
10 Meneliti dan 
Mempelajarai hasil 
Baperjakat , Apakah 
setuju , Memerintahkan 
sekda untuk Ditindak 
Lanjuti 
Bupati Hasil Baperjakat, 
lembar disposisi 




11 Memerintah Kepala 
BKDD Untuk menindak 
lanjuti dengan SK 




12 Memerintahkan Kabid 
Untuk Mempersiapkan 








13 Memerintahkan Kasubid 
Untuk Mempersiapkan 
SK 




14 Menyiapkan Bahan Dan 
Memerintah Staf Untuk 
Membuat Draft SK 




1 Hari Konsep SK  






Konsep SK 1 Hari Draft SK  
16 Memeriksa dan meneliti 
Draft , apakah setuju , 
diparaf dan di lanjutkan 
ke Kabid 
Kasubid Draft SK 30 Menit Draft SK dan 
Paraf 
 
17 Memeriksa dan meneliti 
Draft , apakah setuju , 
diparaf dan di lanjutkan 
ke Kepala BKDD 
Kabid Draft SK 30 Menit Draft SK dan 
Paraf 
 
18 Memeriksa dan meneliti 
Draft , apakah setuju , 
diparaf dan di lanjutkan 
ke Sekda 
Kepala BKDD Draft SK 30 Menit Draft SK dan 
Paraf 
 
19 Memeriksa dan meneliti 
Draft , apakah setuju , 







diparaf dan di lanjutkan 
ke Bupati 
20 Menandatangani SK 
Dan Memerintah Sekda 
Untuk Mempersiapkan 
Pelantikan 
Bupati Draft SK 1 Jam SK Ditanda 
tangani 
 




Sekda SK dan Disposisi 15 Menit Disposisi  
22 Memerintahkan Kabid 
Untuk Mempersiapkan 
Pelantikan 
Kepala BKDD Disposisi 15 Menit Disposisi  
23 Mempersiapkan Bahan 
Bahan Pelantikan Dan 
melaksanakan 
Pelantikan 
Kabid SK , Berita Acara 
dan pernyataan 
pelantikan 
1 Hari Pelantikan 
Terlaksana 
 
24 Menyerahkan SK 
kepada Pejabat yang 
telah di lantik dan 
memerintahkan staf 
untuk mengarsipkan SK 
Kasubid SK 1 Hari SK diserahkan  
25 Mengarsipkan SK Administrasi 
umum 





Dari Pemaparan Matriks Standar Operational Procedure ( SOP 
) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan struktural di atas 
di atas dapat kita lihat dengan jelas bagaimana mekanisme dan alur 
alur proses pengangkatan ASN di kabupaten Bone mulai Dari tahap 
pertama hinga tahapan tahapan terakhir . Pelaksanaan Mutasi 
Jabatan Di kabupaten Bone menurut SD Selaku Ketua Tim Baperjakat 
telah di laksanakan sesuai SOP yang telah di tetapkan , hal tersebut di 
ungkapkan dalam wawancara penulis dan menyatakan bahwa : 
„‟ iyaa .. pelaksanaan mutasi sangat panjang proses nya. adik 
bisa melihat SOP tentang mutasi jabatan. Sangat memakan 
banyak waktu dan melibatkan beberapa unsur , baik itu dari 
Bupati , Baperjakat , DKD , Dan unsur lain nya . Dalam 
Pelaksanaan Mutasi saya rasa telah di lakukan sesuai dengan 
SOP yang berlaku dan memang hal itulah yang harus di 
lakukan „‟ ( Wawancara Penulis pada tanggal 17 April 2017 ) 
 
Hal tersebut juga di ungkapkan oleh EH selaku Kabid Promosi 
dan Pensiun BKPSDM Kabupaten bone yang Menyatakan Bahwa : 
„‟Kami melaksanakan tugas sesuai dengan Prosedur yang telah 
di tetapkan , proses nya cukup lama karna kita tidak bisa 
melangkah ke tahap selanjutnya jika tahapan lain nya belum 
selesai dan yang paling rumit ketika waktu untuk menunggu 
berkas terdisposisi karna biasa ada satu unsur dalam 
pelaksanaan mutasi yang sedang tidak ada di tempat maka 
proses nya pun terhambat‟‟ ( Wawancara Penulis pada tanggal 
20 April 2017 ) 
 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa dalam Proses Pelaksanaan Pengangkatan ASN dalam jabatan 





prosedur yang telah di tetapkan yang memakan waktu yang cukup 
lama dan melibatkan beberapa unsur yang berwenang dalam proses 
pelaksanaan pengangkatan aparatur sipil negara. 
Berdasarkan beberapa uraian mengenai pelaksanaan 
pengangngkatan aparatur sipil Negara di Kabupaten Bone menurut 
analisis penulis bahwa masih ada nya prosess pengangkatan yang 
cenderung bersifat spoyl system  . terlihat dari ada nya beberapa 
nama aparatur sipil Negara yang merupakan kerabat serta memeiliki 
kedekatan dengan Bupati Bone meskipun memang pertimbangan 
kompetensi atau merryt  system  juga menjadi pertimbangan 
Baperjakat untuk mengangkatn seorang untuk menjadi Aparatur sipil 
Negara. 
4.2.7 Faktor Faktor Pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara 
dalam jabatan struktural di kabupaten Bone 
Pada dasarnya Pengangkatan Jabatan merupakan fungsi 
pengembangan ASN , karena tujuan utamanya adalah untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang 
bersangkutan. Umumnya Pengangkatan Jabatan merupakan tindak 
lanjut dari penilaian prestasi kerja para ASN . Dari penilaian prestasi 
kerja akan diketahui kecakapan seorang ASN dalam menyelesaikan 





Kalau kita kembali kepada tujuan utama pengangkatan jabatan 
yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja, maka tujuan lain dari 
pengangkatan jabatan dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang 
berbeda yaitu dari sudut pandang kepentingan pegawai dan juga 
organisasi sebagai berikut: 
1. Bagi Kepentingan Pegawai.  
a. memperluas atau pengembangan pegawai 
b. menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan 
c. memberikan kejenuhan terhadap pekerjaan 
d. penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai 
e. mengatasi perselisihan antara sesame pegawai 
(kondisional) 
2. Bagi Kepentingan Organisasi.  
a. menciptakan keseimbangan antara sumber daya manusia 
dengan komposisi pekerjaan atau jabatan 
b. meningkatkan produktivitas kerja 
c. memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi 
seseorang 






Dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bone pelaksanaan 
pengangkatan jabatan juga di dasari untuk meningkatkan efektifitas 
kerja para aparatur sipil negara hal tersebut di ungkapkan oleh SD 
selaku ketua tim Baperjakat yang mengatakan bahwa : 
„‟ iyaa , pelaksanaan pengangkatan jabatan kita lakukan untuk 
mendukung kinerja birokrasi yang lebih baik dan lebih progresif. 
Setelah melakukan evaluasi kinerja para pegawai mungkin saja 
ada yang tidak sesuai dengan keahlian dan pekerjaannya , nah 
itulah yang kita rotasi dalam artian kita juga tidak boleh semena 
mena dalam melakukan mutasi ada proses yang dilakukan yang 
sifatnya profesional‟‟ ( wawancara penulis pada tanggal 17 april 
2017 ) 
Pelaksanaan pengangkatan jabatan di kabupaten bone juga 
dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan sebagai penyegaran 
. pengisian jabatan yang kosong di lakukan apabila ada aparat sipil 
negara yang pensiun atau di nonjobkan ( demosi ) karna tersandung 
masalah hukum maka untuk mengisi jabatan yang kosong di 
lakukanlah pengangkatan jabatan . penyegaran di lakukan minimal 2 
tahun sekali untuk meningkatkan kinerja para pegawai sekaligus 
mengevaluasi pegawai yang tidak bisa bekerja dengan baik . hal 
tersebut di ungkapkan oleh EH yang mengatakan bahwa: 
„‟ faktor utama dalam pelaksanaan pengangkatan jabatan itu 
ada 2 yang pertama untuk kebutuhan organisasi dimana setiap 
ada jabatan yang kosong akibat adanya pegawai yang di 
nonjobkan atau ditinggal pensiun , dan yang kedua adalah 





yang mana pegawai yang bisa bekerja dengan baik dan 
pegawai yang tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik‟‟ 
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa ada 3 hal yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan 
pengangkatan aparatur sipil negara di kabupaten bone yaitu untuk 
meningkatkan efektifitas kerja para pegawai , mengisi jabatan yang 
kosong , dan penyegaran.  
Selanjutnya dalam sub bab ini penulis akan mencoba 
menguraikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksaanaan pengangkatan jabatan di kabupaten bone. 
4.2.7.1 Faktor pendukung pelaksanaan pengangkatan ASN di 
Kabupaten Bone. 
 
Faktor pendukung adalah hal hal yang menjadi penunjang 
atau pembantu dalam menyukseskan suatu masalah atau kegiatan , 
dalam pelaksanaan pengangkatan ASN di kabupaten bone ada 2 
hal yang menjadi faktor pendukung dalam proses pengangkatan 
aparatur sipil Negara di Kabupaten Bone antara Lain sebagai 
berikut 
1. Kejelasan Regulasi Yang ada ( PP 100 dan Tahun 200 dan UU 
No 5 Tahun 2014  ) 
 
Regulasi Merupakan Pedoman bagi Pelaksana teknis 
dalam pelaksanaan pengangkatan aparatur sipil Negara di 





faktor Pendukung dalam pelaksanaan pengangkatan aparatur 
sipil Negara di Kabupaten Bone seperti yang di ungkapkan oleh 
EH yang mengatakan bahwa : 
„‟ yang menjadi faktor pendukungnya adalah kita 
melaksanakan mutasi dengan berpedoman pada regulasi 
yang berlaku artinya PP nomor 100 dan Undang undang 
nomor 5 tahun 2014 menjadi pedoman bagi kami dan yang 
kedua adalah SOP yang telah di tentukan juga menjadi 
pedoman bagi kami sehingga dalam pelaksanaan mutasi 
atau pengangkatan jabatan itu bisa sistematis‟‟( wawancara 
penulis pada tanggal 20 april 2017 ) 
Pernyataan EH sangatlah realisitis karna jika saja 
pelakasana pengangkatan jabatan bisa melaksanakan tugas 
dengan berpedoman pada regulasi dan standar operasional 
prosedur yang telah di tentukan maka dalam pelaksanaan 
pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural di 
pemerintahan Kabupaten Bone bisa berjalan dengan efektif dan 
efisien. 
2. Semangat Kerja ASN  
Selain kejelasan regulasi yang menjadi faktor pendukung 
dalam pelaksanaan pengangkatan aparatur sipil Negara di 
kabupaten bone adalah semangat kerja Pelaksana mutasi hal 
tersbut di nyatakan oleh SD selaku Ketua tim Baperjakat 





„‟ sangat banyak faktor yang mendukung tugas kami dalam 
pelaksanaan mutasi jabatan akan tetapi yang terpenting 
adalah niat tulus kami yang ingin menjadikan Kabupaten 
Bone menjadi Kabupaten yang memiliki banyak prestasi , 
dan itu di tunjang dari kinerja pegawai yang baik . mungkin 
adik bisa melihat sendiri sekarang Bone mengukir banyak 
prestasi baik itu secara internal dan external , nah disitulah 
kita bisa menilai bahwa kami dan tim melaksanakan mutasi 
secara profesional‟‟( wawancara penulis pada tanggal 17 
april 2017) 
Dari hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat 
disimpulkan bahwa ada 3 faktor pendukung dalam pelaksanaan 
pengangkatan jabatan di Kabupaten Bone . yang pertama adalah 
regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan 
ASN , yang kedua adalah SOP Yang jelas dan juga menjadi 
pedoman dan yang ketiga adalah Niat yang baik dari Pelaksana 
kegiatan pengangkatan jabatan di Kabupaten Bone. 
4.2.7.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengangkatan ASN di 
Kabupaten Bone 
 
Faktor Penghambat adalah Hal Hal yang bisa Menghambat 
pelaksana kegiatan dalam menyukseskan dan merealisasikan suatu 
kegiatan. Dalam pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara 
di Kabupaten Bone hal utama yang menjadi penghambat dalam 
pelaksanaan nya adalah ada nya ASN yang tidak puas dan merasa 
di rugikan dalam pelaksanaan pengangkatan ASN . hal tersebut di 





„‟ …… sementara faktor penghambatnya adalah itu tadi , 
adanya pegawai yang tidak terima dan merasa di rugikan 
karn dia merasa masih layak untuk menjabat tapi di 
mutasi . selebihnya tidak ada masalah yang cukup berarti 
bagi kami‟‟ ( wawancara penulis pada tanggal 20 April 
2017 ) 
Masalah di Untungkan atau dirugikan dalam pelaksanaan 
pengangkatan jabatan adalah menjadi hal yang wajar dan itu 
tidak merupakan suatu masalah besar bagi pelaksanaan 





















Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis terhadap beberapa 
informan terkait kedua rumusan masalah , maka penulis dapat menarik 
berbagai kesimpulan di antaranya sebagai berikut : 
1. Impelementasi Kebijakan pengangkatan Apratur sipil Negara di 
Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : 
a. mengacu pada PP No. 100 Tahun 2000 dan UU nomor 5 
Tahun 2014 Tentang ASN .  
b. Pelaksanaan Pengangkatan Jabatan Di Kabupaten Bone 
telah di laksanakan sesuai mekanisme yang telah di 
tetapkan Pada Standar Operasional Prosedur yang telah di 
tetapkan 
c. Ada 4 tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan 
Pengangkatan ASN , yang pertama tahap perencanaan , 
kedua tahap pengumuman , ketiga tahan pendaftaran dan 
tahan pemeriksaan , dan yang terakhir tahap 
pengangkatan dan penempatan. 
d. Pada mutasi jilid pertama yang dilakukan tidak lepas dari 





e. Pada mutasi jilid ke 4 yang di lakukan atas dasar untuk 
merangkul lawan politik untuk mempersiapkan pilkada 
selanjutnya. 
f. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan Baperjakat dalam 
pelaksanaan Pengangkatan ASN , yaitu kompetensi 
pendidikan , jenjang kepangkatan dan loyalitas. 
2. Faktor Faktor pelaksanaan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara 
Bone adalah Sebagai Berikut : 
a. Ada 3 faktor dalam Pelaksanaan Pengangkatan ASN di 
Kabupaten Bone , yang pertama untuk meningkatkan 
kinerja pegawai agar lebih efektif dan efisien , yang kedua 
untuk mengisi jabatan yang kosong , dan yang ketiga 
adalah untuk penyegaran. 
b. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengangkatan 
jabatan di Kabupaten Bone adalah Regulasi dan SOP 
yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengangkatan 
ASN sehingga pelaksanaan Pengangkatan Jabatan bisa 
terlaksana dengan Baik. 
c. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan 
ASN di Kabupaten Bone adalah masih ada nya ASN yang 
merasa kecewa dan dirugikan dalam pelaksanaan 






Adapun saran dan masukan dari penulis adalah sebagai berikut : 
1. Sebaiknya dalam Pelaksanaan Pengangkatan ASN di Kabupaten 
Bone lebih mengutamakan meryt system dan tidak didasari atas 
pertimbangan spoyl system  
2. Tim baperjakat dan BKD agar lebih selektif dalam mengangkat 
ASN yang memang sesuai dengan kompetensi dan sesuai 
dengan syarat syarat yang telah di tentukan. 
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone menerapkan system 
Lelang Jabatan agar bisa mendapatkan ASN yang sesuai dengan 
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